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ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi perempuan dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual
merupakan isu penting yang diatur dalam berbagai undang-undang untuk mengatasi
pelanggaran hak asasi manusia dan melindungi martabat perempuan. Salah satu
langkah utama dalam perlindungan ini adalah penerapan Undang-Undang Penghapusan
Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TP-KS) yang dirancang untuk memberikan
perlindungan menyeluruh terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual.
Abstrak ini mengkaji bagaimana UU TP-KS berfungsi sebagai instrumen hukum untuk
melindungi perempuan dari kekerasan seksual dan mendukung penegakan hukum serta
pemberian keadilan. UU TP-KS mengatur berbagai aspek, termasuk definisi kekerasan
seksual, mekanisme pelaporan, perlindungan korban, dan sanksi bagi pelaku. Melalui
pendekatan berbasis hak asasi manusia, UU ini berusaha mengurangi kekerasan seksual
dan memberikan solusi bagi perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan
dan rehabilitasi. Penelitian ini juga menyoroti tantangan dan kendala yang dihadapi
dalam implementasi UU TP-KS serta solusi untuk meningkatkan efektivitas
perlindungan hukum. Dengan analisis mendalam tentang UU TP-KS, penelitian ini
bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana undang-undang ini dapat
diperkuat untuk lebih baik melindungi perempuan dari tindak pidana kekerasan seksual.

Kata kunci : Perlindungan hukum, perempuan, kekerasan seksual, Undang-Undang
Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hak asasi manusia.



ABSTRACT

Legal protection for women in the context of criminal acts of sexual violence is an
important issue regulated in various laws to overcome human rights violations and
protect women's dignity. One of the main steps in this protection is the implementation
of the Law on the Elimination of Crimes of Sexual Violence (UU TP-KS) which is
designed to provide comprehensive protection for women as victims of sexual violence.
This abstract examines how the TP-KS Law functions as a legal instrument to protect
women from sexual violence and support law enforcement and the provision of justice.
The TP-KS Law regulates various aspects, including the definition of sexual violence,
reporting mechanisms, victim protection, and sanctions for perpetrators. Through a
human rights-based approach, this law seeks to reduce sexual violence and provide
solutions for women victims of violence to obtain justice and rehabilitation. This
research also highlights the challenges and obstacles faced in implementing the TP-KS
Law as well as solutions to increase the effectiveness of legal protection. With an in-
depth analysis of the TP-KS Law, this research aims to provide insight into how this
law can be strengthened to better protect women from criminal acts of sexual violence.

Keywords :Legal protection, women, sexual violence, Law on the Elimination of
Crimes of Sexual Violence, human rights.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum bagi perempuan merupakan isu penting yang mendapat
perhatian serius di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, meskipun sudah ada berbagai
upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender, kenyataannya perempuan masih sering
menjadi korban kekerasan, baik dalam ranah publik maupun domestik. Kekerasan seksual,
yang seringkali tidak tampak oleh masyarakat luas, merupakan salah satu bentuk
kekerasan yang paling memprihatinkan. Hal ini merujuk pada perlakuan yang tidak
manusiawi dan melanggar hak asasi perempuan. Kekerasan seksual tidak hanya merusak
fisik dan mental korban, tetapi juga merendahkan martabat dan mengancam keselamatan

serta kesejahteraan perempuan secara keseluruhan.

Pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan tidak bisa dilepaskan dari
upaya pemberantasan kekerasan seksual. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia (UUD 1945) secara tegas menyebutkan bahwa setiap
warga negara berhak mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya, termasuk
perempuan.! Namun, meskipun ketentuan tersebut ada, praktik perlindungan terhadap
perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual masih jauh dari memadai. Hal ini
terlihat dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak mendapat penyelesaian

yang adil, bahkan terkadang para korban justru terstigma atau disalahkan.

Salah satu regulasi terbaru yang diharapkan dapat memberikan perlindungan

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



lebih efektif terhadap korban kekerasan seksual adalah Undang-Undang Penghapusan
Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU PPKS).? Undang-Undang ini disahkan sebagai
respons terhadap ketidakmampuan hukum yang ada untuk memberikan perlindungan
maksimal kepada korban kekerasan seksual. Sebelumnya, perempuan yang menjadi
korban kekerasan seksual seringkali menghadapi berbagai kendala hukum, mulai dari
kurangnya ketentuan yang melindungi korban hingga lamanya proses hukum yang

berbelit-belit.

UU PPKS menjadi tonggak penting dalam upaya perlindungan hukum bagi
perempuan, terutama dalam memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual.
Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek terkait dengan penghapusan kekerasan
seksual, baik dalam ranah perundang-undangan, prosedur - hukum, maupun
perlindungan bagi korban. Salah satu hal penting dalam UU PPKS adalah adanya
pengakuan terhadap beragam bentuk kekerasan seksual, yang sebelumnya tidak diatur

secara jelas dalam hukum positif di Indonesia.®

Namun, meskipun UU PPKS memberikan harapan baru bagi perempuan yang
menjadi korban kekerasan seksual, implementasi undang-undang ini masih
menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya
pemahaman dan kesadaran di kalangan aparat penegak hukum mengenai pentingnya
perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Selain itu, faktor budaya dan stigma
sosial juga masih menjadi hambatan bagi banyak perempuan untuk melaporkan kasus

kekerasan seksual yang mereka alami.

2 Dewi, A. R., "Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual," Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 2
(2022), hal. 142-158.

3 Rachmawati, S., "UU Penghapusan Kekerasan Seksual: Antara Harapan dan Tantangan," Jurnal Pembangunan
Sosial, Vol. 5, No. 1 (2023), hal. 74-85.



Bahkan dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual lebih memilih untuk
diam dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib karena takut tidak
dipercaya, takut mendapat stigma negatif, atau merasa tidak ada jaminan perlindungan
yang cukup. Oleh karena itu, undang-undang ini harus didukung dengan kebijakan dan
strategi yang efektif untuk menjamin implementasinya secara maksimal. Hal ini
termasuk edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dan perlindungan

yang dapat diberikan oleh negara.

Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam mendukung
perlindungan hukum bagi perempuan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang
lebih dalam tentang apa itu kekerasan seksual, dampaknya, serta cara-cara untuk
melindungi perempuan dari tindak kekerasan seksual. Dengan meningkatnya
kesadaran masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman bagi

perempuan, serta memperkuat sistem perlindungan hukum yang ada.

Pada sisi lain, masih ada berbagai pihak yang menilai bahwa UU PPKS belum
sepenuhnya efektif dalam mengatasi kekerasan seksual, terutama dalam hal penegakan
hukum. Beberapa kalangan menganggap bahwa proses hukum yang ada masih kurang
berpihak pada korban, karena minimnya perlindungan dan pendampingan hukum yang
diberikan kepada korban. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada regulasi
yang jelas, implementasi di lapangan masih perlu diperbaiki agar benar-benar dapat

memberikan perlindungan yang maksimal.

Tantangan lainnya yang perlu diperhatikan adalah masalah penanganan kasus
kekerasan seksual yang melibatkan pihak berwenang. Dalam beberapa kasus, aparat
penegak hukum cenderung meremehkan laporan korban atau bahkan tidak memproses

laporan tersebut secara serius. Kondisi ini tentunya sangat merugikan korban, karena



mereka tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka terima. Oleh karena itu,
penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat dibutuhkan dalam rangka

mewujudkan perlindungan hukum yang lebih baik bagi perempuan.

Dalam konteks ini, penelitian mengenai implementasi UU PPKS dan tantangan-
tantangan yang dihadapinya sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan
untuk mengeksplorasi sejauh mana undang-undang tersebut dapat memberikan
perlindungan yang efektif bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual,
serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang ada dalam implementasi undang-
undang tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih

tepat dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan di Indonesia.

Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 Pasal 1 angka 1 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual, pengertian dari kekerasan seksual adalah setiap perbuatan
merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat
seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan
kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan
persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender
yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisika, psikis,
seksual, kerugian ekonomi, social, budaya, dan/atau politik.* Disisi lain, pengertian
pelecehan seksual adalah segala macam bentuk tindakan baik verbal atau fisik yang
mengacu pada seksual yang dilakukan baik secara eksplisit maupun implisit. Ada tiga bentuk
pelecehan seksual yaitu fisik, verbal, dan non- verbal. Dapat dikatakan bahwa pelecehan
seksual memiliki rentang yang luas dari tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non

fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban, main mata, ucapan yang

4 Badan Pusat Statistik, ""Laporan Statistik Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia," BPS, 2021.



bernuansa seksual, menunjukkan hal mengenai pornografi dan keinginan seksual, colekan
atau sentuhan pada bagian tubuh tertentu,dll sehingga menyebabkan rasa tidak
nyaman, tersinggung, merasa direndahkan, dan bisa jadi menyebabkan masalah

kesehatan dan keselamatan.®

Kasus-kasus kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat makin lama semakin
mengerikan, kualitas maupun kuantitas kejahatan semakin meningkat, kasus bom,
perampokan nasabah, pembunuhan dan jenis kejahatan lainnya seperti perkosaan disertai
pembunuhan, perdagangan wanita guna dijadikan pelacur, menunjukan bahwa kejahatan
semakin berkembang dan mengalami peningkatan. Apabila melihat sejarah kehidupan
manusia, kejahatan sudah ada sejak manusia diciptakan, dimulai dari kejahatan yang
dilakukan anak adam terhadap saudaranya, oleh karena itu kejahatan sering dikatakan
sebagai the oldest of social problem, karena kejahatan merupakan salah satu bentuk dari

perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat.®

Peristiwa penggerebekan sebuah rumah hiburan, yang ternyata di dalamnya terdapat
beberapa anak remaja (ABG) yang dipekerjakan sebagai wanita penghibur laki-laki
hidung belang (pelacur) menunjukan bahwa jenis kejahatan yang korbannya kaum wanita
telah mengalami peningkatan, disamping kasus-kasus perdagangan wanita untuk
pelacuran melalui cara-cara penipuan akan diangkat sebagai pegawai atau pembantu

rumah tangga.

Kejahatan yang sering menimpa atau korbannya kaum wanita adalah kejahatan

kesusilaan, dari mulai pelecehan seksual sampai dengan perkosaan. Merebaknya kejahatan

® Dida Rachma Wandayati, “Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem
Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Prespektif Viktimologi”, Journal of Feminism and Gender
Studies Vol.2 No.1, 2022, hal.58.

6 Yuliani, F., "Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Indonesia," Jurnal
Hukum dan Pembangunan, Vol. 15, No. 4 (2021), hal. 210-223.



kesusilaan sudah sangat menghawatirkan. Data yang sempat direkam pada tahun 1990 an
saja, dalam catatan kepolisian rata-rata selama satu hari terjadi lima kasus perkosaan di
Indonesia, ini tidak termasuk kasus yang tidak dilaporkan kepada kepolisian (dark
number) dengan berbagai alasan, disamping itu maraknya hubungan seksual antara muda
mudi atau kaum tua secara bebas adalah suatu kondisi yang sangat menghawatirkan (Ingat
kasus VCD anak Itenas) adalah salah satu puncak dari semakin maraknya pelanggaran

terhadap hukum dan moralitas masyarakat.

Kekerasan terhadap wanita bisa dikategorikan sebagai violence against women,
gender based violence, gender violence dan sebagainya, perhatian dunia internasional
terhadap kajahatan kekerasan terhadap wanita ini direspon oleh Perserikatan Bangsa-
Bangsa dalam kongresnya tahun 1994 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap
perempuan. Dalam bagian konsideran deklarasi tersebut antara lain dikatakan bahwa
tindak kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari
hubungan- hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan yang telah
mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki
dan hambatan bagi kemajuan terhadap mereka. Selanjutnya dikatakan pula bahwa
tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial penting
yang menempatkan kaum perempuan dalam posisi sub ordinasi di hadapan kaum laki-laki.
Kemudian beberapa pertemuan internasional lainnya telah membahas tentang
penanggulangan kejahatan kekerasan terhadap wanita diantaranya seminar dengan thema
“ Calling for change : International Strategies to end Violence Againts Women dan Fourt
United Nation Word Conference Women, Action for Equality Development and Peace” di

Beijing tahun 1995.

Persoalan utama dalam kejahatan kekerasan termasuk di dalamnya kejahatan



kesusilaan terhadap perempuan adalah bagaimana hukum pidana dapat menjangkau
perbuatan tersebut, dan kebijakan apa yang diambil dalam rangka perlindungan terhadap
wanita dari kejahatan kekerasan/kesusilaan.

Anatomi Kejahatan Kesusilaan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Pidana

Sebagaimana telah diuraikan dalam tulisan awal bahwa salah satu bentuk kejahatan
terhadap wanita adalah kejahatan seksual dan ini sangat mendapat perhatian dari
masyarakat, walaupun Pasal 2 dari Deklarasi tentang Penghapusan kekerasan terhadap
wanita yang dirumuskan tahun 1992 oleh komisi status wanita Perserikatan Bangsa-
Bangsa dinyatakan, bahwa kejahatan terhadap wanita hendaknya meliputi selain
kekerasan fisik juga penganiayaan, perlakuan seksual secara salah terhadap anak wanita,
perkosaan dalam perkawinan dan praktik-praktik tradisional lainnya yang merugikan

wanita.

Selain itu dalam lingkungan masyarakat sering terdengar istilah pelecehan seksual.
Pelecehan seksual adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjuk suatu perilaku
tertentu dalam masyarakat terhadap wanita, istilah pelecehan seksual adalah merupakan
padanan dari apa yang dalam bahsa Inggeris disebut “sexual harassment”, penerjemahan
harassment dengan pelecehan dari sudut kebahasan sebenarnya kurang tepat, sekalipun
maksud sosio- yuridisnya memang hendak menyamakan apa yang dimaksud harassment
itu dengan apa yang hendak dikatakan dengan pelecehan.” Di dalam kamus lengkap
Bahasa Indonesia, pelecehan (berasal dari kata leceh) berarti penghinaan atau peremehan®
Di dalam kamus- kamus bahasa Inggeris, kata (to) harass diartikan sebagai to disturb or

irrate persistently atau to annoy or to worry by reperated attacks. Di sini to harass

7 Soetandyo Wignjosoebroto, Pelecehan Seksual Sebuah Tinjauan Dari Presfektif Sosio-Budaya,
Seminar Nasional Kejahatan Kesusilaan dan Plecehan Seksual Dalam Presfektif Hukum dan Politik
Kriminal, Fakultas Hukum UlI, jogyakarta, 1-2 November 1994, hal. 1

8 Amran Y.S. Chaniago, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 1995



disinonimkan dengan kata-kata lain seperti to pester atau to badger yang juga mengandung
arti mengganggu atau menggoda secara nekad sehingga menimbulkan rasa jengkel atau

bahkan rasa cemas di pihak yang diganggu atau digoda itu.°

Dihubungkan dengan kata seksual maka perbuatan harassing atau pelecehan,
berkaitan dengan perilaku atau pola perilaku antara warga masyarakat yang berlainan jenis
kelamin, yang karena itu selalu berpotensi untuk melakukan hubungan kelamin.Oleh
karena itu kata harass atau pelecehan itu selalu dikonotasikan dengan perilaku seksual
yang dinilai negatif dan menyalahi standar. Pelecehan seksual bisa terjadi antara laki-laki
terhadap perempuan, atau laki-laki terhadap laki-laki atau perempuan terhadap
perempuan, yang jelas menurut titel VII dari Civil Right Act 1964 di Amerika Serikat

hanya menghukum pelecehan seksual yang terjadi pada pekerja dan pelajar/mahasiswa.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengartikan pelecehan seksual itu sebagai Gender

based abuse yamng berarti :

Any act of gender based violence that result, in physical sexual, or psycological harm or
suffering to women including threats of such acts, coercion, or arbitraty deprivation of

liberty, whether occuring in public or private life.

Selain pelecehan seksual, maka perbuatan kekerasan lainnya yaitu kekerasan
seksual berupa perkosaan merupakan tindak pidana yang sering terjadi menimpa wanita,
dua anatomi kejahatan terhadap kesusilaan ini dalam hukum pidana positif kita tercantum

dalam Buku Il KUHP bab XIV tentang Kejahatan terhadap kesusilaan. Secara garis besar

® Lihat Kamus Lengkap Bahasa Inggeris, AE Siregar, Aksara Binacendekia, Jakarta, 1990, Lihat pula
Martin Eskenazi and David Gallen, Sexual Harassment, Caroll&Graf Publisher,Inc, 1991 Sexual
harassment diartikan sebagai unwelcomes attention, dan Deborah/L.Rhode secara yuridis
mendefinisikan sebagai impositionof unwelcome sexual demand or the creation of sexually offensive
environment.



kejahatan terhadap kesusilaan dapat dibedakan yaitu pertama perbuatan pidana melanggar
kesusilaan yakni kejahatan yang termuat dalam pasal 281 (melanggar kesusilaan di depan
umum), pasal 282 dan pasal 283 (pornografi), pasal 284 (perjinahan), pasal 285
(perkosaan), pasal 292 (hubungan kelamin dengan sejenis dan belum dewasa), pasal 296
(mucikari), pasal 297 (perdagangan wanita dan laki-laki yang belum dewasa), pasal 299
(abortus), kedua perbuatan lain yang dianggap melanggar kesopanan yakni kejahatan yang

termuat dalam pasal 300, 301,302 dan 303 KUHP.

Apa yang dimaksud dengan kesusilaan, KUHP tidak memberikan penjelasan atau
batasan tentang pengertian kesusilaan , sehingga dalam praktek mengalami kesulitan
menentukan perbuatan yang dianggap melanggar kesusilaan terutama dalam penerapan
pasal 281 KUHP. Secara etimologis, istilah kesusilaan berasal dari kata “su” dan “sila”
(sansekerta) yang berarti prinsip, dasar, aturan hidup (sila) yang baik (su). Dengan
demikian maka semua aturan hidup yang baik, baik berasal dari aturan sopan santun,
moral, agama atau adat isitiadat maupun yang berdasar asas kepantasan, termasuk di dalam

pengertian kesusilaan.

Pengertian kesusilaan sebagaimana disebutkan di atas, dalam masyarakat ternyata
mendapatkan penyempitan arti. Pada umumnya kata kesusilaan selalu dihubungkan
dengan hal-hal yang berbau seks saja, demikian juga apabila kita menyebutkan delik susila
maka asosiasi masyarakat pastilah pada perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan
pelanggaran-pelanggaran di bidang seksual seperti perjinahan, pelacuran, homoseksual
atau perbuatan lain yang “ sex related” sifatnya seperti perbuatan cabul, aborsi dan lain-
lain. Apabila diperhatikan, dalam KUHP perumusan kesusilaan diambil dari pengertian
sosiologis dengan demikian KUHP mengadopsi pandangan masyarakat tentang

pengertian kesusilaan, hal ini sesuai dengan pendapat Pompe, yang mengartikan



kesusilaan tidak terbatas pada bidang seksual saja tetapi termasuk di dalamnya apa yang
dinamakan aturan-aturan yang baik dan patut, yang dimiliki dan berdasarkan kesadaran
hukum dari masyarakat sebagai sumber hukum yang menunjukan adanya suatu
dependensi dari sifat bangsa atau karakter nasional.'® Dari pengertian ini nampak bahwa
Pompe mengartikan kesusilaan dalam arti luas yang menyangkut keseluruhan aturan hidup
yang baik dan patuh yang bersumber dari sifat/karakter bangsa tersebut. Berbeda dengan
pendapat Van Bemelen yang membatasi pada delik-delik yang berhubungan dengan
pelanggaran-pelanggaran seksual saja. Penyempitan pengertian kesusilaan sebagaimana
disebutkan di atas membawa konsekwensi terhadap hukum pidana khususnya bab tentang
kejahatan terhadap kesusilaan dan terhadap ketentuan-ketentuan delik susila yang

menyangkut kejahatan seksual.

Konsekwensi pertama dari dianutnya pengertian sempit adalah bahwa KUHP
Indonesia menganut politik hukum yang mengadakan pembatasan terhadap delik susila
yaitu hanya apabila kehormatan/kesusilaan.kesopanan terserang secara terbuka dimuka
umum atau dengan perkataan lain jika kesusilaan itu diserang di muka umum, maka
hukum pidana dapat diterapkan, dengan demikian maka tidak semua perbuatan a susila
dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana, karena berkaitan dengan soal-soal
teknis pembuktian atau masalah kebijakan yang berkaitan dengan seberapa jauh negara

dapat melakukan intervensi terhadap perbuatan pribadi warga negaranya.

Konsekwensi kedua adalah sebagian ketentuan yang berhubungan dengan kejahatan
seksual yakni pasal 285,286,287,296 dan 297 KUHP terjadi penyempitan atau pengecilan
dan obyektifikasi perempuan dimana sosok perempuan tidak dipandang sebagai subyek

dan bahkan direduksi eksistensinya hanya sebatas bagian tertentu dari tubuhnya ( Baca,

10 Oemar Senoadji, Hukum Acara (Pidana) Dalam Prosfeksi, Erlangga, Jakarta, 1984, hal.68.
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Vagina-nya saja) dan disamakan kualifikasinya dengan anak laki-laki yang belum dewasa.

Kekerasan terhadap wanita yang paling banyak terjadi adalah perkosaan, yang
kontruksi hukumnya dapat dilihat dalam buku 11 bab XIV KUHP tentang Kejahatan
Terhadap Kesusilaan. Dilihat dari sejarahnya pengaturan perkosaan dalam hukum sudah
ada sejak lama. Secara tradisional perkosaan telah didefinisikan dari sudut pandang laki-
laki berdasarkan seksualitas laki-laki, perumusan pasal 285,286,287, 297 KUHP tersebut
menggambarkan dengan jelas standar nilai/moral yang dipakai oleh masyarakat dalam
memperlakukan wanita, oleh karena itu perlu dilakukan suatu analisa yang lebih luas
terhadap masalah ini yang berkaitan dengan konteks dimana kaum perempuan dan

perilaku perempuan secara sosial didefinisikan dan dikontrol.!*

Deborah L Rhode*? mengemukakan bahwa larangan untuk melakukan pemaksaan
terhadap perempuan telah berfungsi untuk melindungi kaum laki-laki. Selanjutnya
Deboral L. Rhode mengemukakan bahwa larangan perkosaan adalah untuk melindungi
atau menjaga agar kaum laki-laki selalu mendapatkan seorang perempuan yang masih suci

(masih gadis) sebagai isterinya.

Hal senada dikemukakan oleh Nursyahbani Katjasungkana bahwa pasal 285 KUHP
tersebut telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak mempunyai hak apapun
dalam hubungan seksual dengan suaminya, ketentuan dalam pasal ini juga berarti tidak
menghukum “perkosaan” yang terjadi di dalam perkawinan (marital rape) padahal

kenyataannya perkosaan dalam perkawinan banyak terjadi.*®

11 Stevi Jackson, Women Studies, NY University Press, 1993, hal.324.

12 Deborah L. Rhode, Justice and Gender, Harvard University Press, 1991, hal.244.

13 Nursyhabani Katjasungkana, Perkembangan Hukum Positif Yang Mengatur Kejahatan Seksual,
Makalah pada Pertemuan llmiah tentang Penanggulangankejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak
Usia Muda, BPHN, Jakarta, 1994, hal.7
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Pendapat Nursyhabani ini, dalam masyarakat agamis seperti masyarakat Indonesia
belum bisa diterima, sebab dalam masyaraktat kita isitilah marital rape tidak dikenal,
ketentuan tentang marital rape ini semula diadopsi oleh konsep KUHP draft tahun 1987
tetapi untuk selanjutnya dikeluarkan kembali dari draf konsep KUHP dengan

pertimbangan ajaran agama terutama agama Islam.

Hukum Islam mengkategorikan perkosaan sebagai jinah dengan paksaan (Al-wath-
ubi alikrah) yang pelakunya bisa dihukum berat. Dalam hukum Islam* hubungan sek
antara suami dan istri mengandung nilai ibadah, Dalam surat Al Baqoroh ayat 187
dilukiskan dengan indah mereka (isterimu) adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah
pakaian bagi mereka”. Dengan demkian perkosaan dalam konsep hukum islam hanya

terjadi di luar antara suami dan istri.

Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang juga dapat dikategorikan kedalam
kejahatan terhadap kesusilaan adalah kekerasan dalam keluarga atau yang dikenal dengan
istilah domestic violence. Perbuatan ini menampakkan ciri-cirinya antara lain dilakukan di
dalam rumah, dibalik pintu tertutup, dengan kekerasan/penyiksan fisik dan atau psikis,
dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban dan terjadi
berulang- ulang. Biasanya yang menjadi korban adalah perempuan dan anak- anak,
pelakunya adalah kebanyakan laki-laki (suami/ayah) namun dalam banyak literatur pada
umumnya kekerasan dalam keluarga mempunyai pengertian yang khusus yaitu kekerasan

yang dilakukan suami terhadap isterinya (wife beating).

Kejahatan kekerasan dalam keluarga ini sering tidak terungkap dengan alasan

14 Apa yang secara sederhana dinyatakan dengan isitlah Hukum Islam sebenarnya lebih tepat dinamai
keseluruhan tata kehidupan dalam Islam yang oleh Mac Donald dikatakan bahwa Hukum Islam
adalah The Science of all things, human and divine, lihat Mac Donald, Development of Muslim
Theeology Jurisprudenceand Constitutional theory, NY, 1903,hal.66

12



pertama, pada umunya masyarakat berpendapat bahwa keluarga adalah wilayah privat dan
oleh karena itu tidak seorang pun dapat mencampurinya, kedua konsekwensi lebih lanjut
dari pemahaman tersebut adalah bahwa isteri dan anak-anak adalah dibawah kekuasaan
suami/ayah sehingga apapun yang dilakukannya adalah dalam kerangka pendidikan dan
perlindungan selaku kepala keluarga, ketiga, ada perasaan malu untuk
mengungkapkannya kepada umum, atau dia sendiri merasa bahwa perbuatan suami.ayah

adalah dalam rangka pendidikan sebagaimana diajarkan oleh agama dan kepercayaannya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan
mengkaji tentang Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perspektif Undang-
Undang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, untuk itu penulis akan
mengambil judul tesis yaitu “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN TINDAK

PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang

akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Kaum Wanita Akibat Tindak Pidana Kekerasan

Seksual?

2. Bagaimana Kendala-kendala dan solusi Perlindungan Hukum Terhadap Tindak

Pidana Kekerasan Seksual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai

dalam penelitian ini adalah :
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1. Untuk mengkaji dan menganalisis Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kaum Wanita

Akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2. Untuk mengkaji dan menganalisis Kendala-kendala dan solusi Perlindungan Hukum

Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan
pengetahuan ilmu hukum, khusunya bagi masyarakat Cirebon agar memberikan
informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi
pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan dengan Penyelesaian Kecelakaan Lalu
Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia dengan Pendekatan Restorative
Justice.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi pembuatan
kebijakan dan memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupu tidak
langsung bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu informasi hukum dan atau

pihak — pihak terkait.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan
menelaah permbahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita
dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi operasional.'® dalam
kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu

penelitian.'® Adapun konsep — konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

15 Sumadi Suryabrata, 1998, Metodologi Penelitian, Jakarta, Raja Gofindo, h. 307.
16 Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, h.7.
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sebagai berikut :
1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana
Belanda yaitu Strafbaar feit. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit.
Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar diterjemahkan dapat atau boleh.
Feit diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.17 Tindak pidana
merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau
perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau
perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in

abstracto dalam peraturan pidanal8

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar
hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh
seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-

undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu
aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sankst) berupa pidana tertentu bagi
barangsiapa melanggar larangan tersebut. 19 Wirjono Prodjodikoro mengemukakan
bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum
perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk
undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Menurut Vos, tindak pidana
adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-

undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.20

17 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, HIm 69

18 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999, HIm 10

19 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014, HIm 35

20 Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia,
Universitas Lampung, 2009, HIm 70
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Sebelum mengkaji tentang tindak pidana korupsi, terlebih dahulu perlu dipahami
tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana (delik) berasal dari
istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah
ini terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS
Hindia Belanda Nv.sNlI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud

dengan strafbaar feit itu.

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari
istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaaman pendapat tentang rumusan
ilmiah strafbaar feit itu sendiri. Pembentuk undang — undang Indonesia telah
menerjemahkan perkataan strafbaar feit sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang
— Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang

dimaksud dengan perkataan strafbaar feit tersebut.
2. Perlindungan Hukum Bagi Wanita

Perempuan yang berhadapan dengan hukum seringkali masih dipenuhi dengan
problem. Entah mereka sebagai korban, sebagai saksi, bahkan sebagai pelaku sekalipun.
Padahal, negara mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa perempuan
mendapatkan keadilan serta bebas dari segala diskriminasi dalam sistem peradilan.
Karena kerap kali perempuan tidak mendapatkan hal tersebut dalam setiap level proses

hukum.

Seringkali perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan kasus kekerasan
seksual khususnya, hampir tidak menemui titik terang dalam penyelesaian kasus yang
dialaminya di mata hukum. Alih-alih menyelesaikan kasusnya di mata hukum,
perempuan yang seringkali dalam posisi korban justru jauh dari kata perlindungan.
Bagaimana tidak, dalam kasus kekerasan seksual aparat penegak hukum (APH) justru

melakukan victim blaming, kriminalisasi, bahkan menyodorkan pertanyaan-pertanyaan
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yang seakan justru menyudutkan perempuan (korban) yang berada dalam posisi
bersalah. Bisa dibayangkan, sudah menderita fisik dan juga psikis, korban masih harus

mempersiapkan mental kuat-kuat untuk mengahadapi APH.

Tujuan awal sebenarnya ingin mencari keadilan melalui jalur litigasi, justru
membuat perempuan merasa takut duluan karna mengetahui bagaimana sikap APH
terhadap perempuan korban kekerasan. Lebih parahnya lagi sampai di bujuk-bujuk
untuk mengambil jalan damai, dengan kata lain menikah dengan pelaku. Bisa terbayang,
meskipun menikah dengan pelaku itupun tidak menutup kemungkinan pelaku akan
melakukan kekerasan kembali. Belum lagi kepolisisan menjatuhkan pasal yang tidak
tepat dengan konsekuensi hukuman yang lebih ringan terhadap pelaku karena memakai
pasal seadanya. Hal itu dikarenakan memang belum ada lex specialist untuk kasus
kekerasan seksual di Indonesia. Maka di sinilah peran pendamping untuk memastikan
korban merasa aman dalam setiap proses mencari keadilan di mata hukum dan

memastikan pasal yang menjerat pelaku adalah pasal yang paling tepat.

Proses hukum yang dialami perempuan memang tidaklah mudah dan singkat.
Dari latar belakang kepahitan yang dirasakan perempuan yang berhadapan dengan
hukum, beberapa regulasi kemudian di terbitkan dalam rangka untuk memastikan akses
terhadap keadilan dan peradilan yang bebas dari diskriminasi bagi perempuan dan anak.
Yaitu dengan adanya SK Ketua Mahkamah Agung No0.88/KMA/SK/V/2016 tentang
Pembentukan kelompok Kerja Perempuan dan Anak. Perwakilan dari kelompok kerja
tersebut kemudian mengikuti lokakarya Hakim Perempuan se-Asia Tenggara di
Bangkok pada bulan Juni 2016 yang memuat terkait konsep dasar tentang Gender,
penerapan prinsip kesetaraan gender, panduan dalam menerapkan perspektif gender saat
mengadili perkara, dan rekomendasi bagi Negara peserta lokakarya untuk

mengembangkan sistem peradilan yang lebih sensitif gender.
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Di Indonesia, bentuk tindak lanjut dari lokakarya itu adalah Mahkamah Agung
(MA) berencana membuat peraturan terkait penanganan perempuan di pengadilan.
Hingga akhirnya pada 4 Agustus 2017 MA akhirnya mengesahkan Peraturan
Mahkamah Agung (Perma) No.03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara

Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Pada umumnya, di dalam proses penegakan hukum harus berlandaskan pada
empat asas yaitu asas persamaan di depan hukum (equality before law), asas kepastian
hukum (rechtssicherkeit), asas keadilan (gerechtigkeit), dan asas kemanfaatan
(zweckmasigkneit). Namun sebuah positive progress bahwa di dalam pasal 2 Perma NO.
3 Tahun 2017 selain empat asas di atas kini ditambah pula dengan asas penghargaan
atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi dan asas kesetaraan gender.
Sehingga dalam asas nondiskriminasi, hakim  dilarang melakukan pembedaan,

pengucilan, atau pembatasan atas dasar jenis kelamin.

Selain itu, PERMA ini di dalam pasal 4 juga mengatur serta memberikan dasar
bagaimana hakim seharusnya bertindak dan berperilaku terhadap perkara perempuan di
persidangan. Apa yang bisa jadi pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili
perkara perempuan seperti adanya ketidaksetaraan status sosial antara kedua pihak yang
berperkara, ketidaksetaraan dalam-perlindungan hukum, Ketidakberdayaan fisik dan
mental, adanya relasi kuasa, adanya riwayat kekerasan dari pelaku kepada korban atau
saksi, dan juga dampak psikis.

Dalam pasal 7 PERMA NO. 3 Tahun 2017 ini, juga melarang hakim
menunjukkan sikap atau pernyataan yang bias gender, membenarkan adanya
diskriminasi terhadap perempuan dan juga larangan menanyakan riwayat seksual
korban. Selain itu, hakim mempunyai hak untuk mencegah bahkan menegur para pihak,

penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat
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pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan

pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum.

Tidak hanya itu, dalam pasal 8 PERMA NO. 3 Tahun 2017, hakim mempunyai
hak untuk menanyakan kepada korban tentang restitusinya, meliputi kerugian, dampak
kasus dan kebutuhan dalam rangka pemulihan perempuan sebagai korban. Dalam hal
pemulihan korban atau pihak yang dirugikan hakim dituntut untuk konsisten dengan
prinsip dan standar hak asasi manusia, bebas dari pandangan stereotip gender dan
mempertimbangkan situasi serta kepentingan korban dari kerugian yang tidak

proporsional dari ketidaksetaraan gender.

Dalam pasal 10 PERMA NO. 3 Tahun 2017, juga dijelaskan bahwa hakim atas
inisiatif ataupun permohonan dapat mendengar keterangan perempuan yang berhadapan
dengan hukum melalui komunikasi audio visual jarak jauh jika memang dirasa kondisi
dan juga keamanan perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak memungkinkan

untuk bisa hadir dalam persidangan.

Sehingga dengan adanya PERMA NO. 3 Tahun 2017 ini sungguh memberikan
angin segar bagi perempuan korban kekerasan seksual dalam menggapai keadilan di
mata hukum, serta dapat menambah sensitifitas gender bagi hakim dan memperbanyak
angin segar lain dalam rangka melahirkan hukum-hukum progresif baru yang ramah
terhadap perempuan. Meskipun sudah ada regulasi ini, kita harus ingat bahwa PERMA
NO. 3 Tahun 2017 ini adalah hanya di dalam persidangan. Proses hukum yang dilalui
perempuan yang di luar persidangan masih menjadi perhatian besar agar perempuan
tetap merasa aman dan memperoleh keadilan. Selain itu dalam pengejawantahannya,
MA telah membuat buku pedoman dan juga sosialisasi, akan tetapi masih bisa dikatakan
belum maksimal tanpa adanya workshop maupun sosialisasi bagi seluruh aparat

penegak hukum secara massif.
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3. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan,
kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum
pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses
dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata
sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk
mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi

kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.21

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan
hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai
kepentingan sesual dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan aturan
hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap
agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa diteggakan Penegakan hukum pidana
untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama
tersebut jika dihubungan dengan pendapat Hoefnagels. 22 maka dapat diterapkan
dengan beberapa cara yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (Criminal law apllication)

2. Pencegahan tanpa pidana (Pervention without punishment), dan

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat
media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula

diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik

2L Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, HIm. 32
22 Arief, Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang :
Makalah Seminar Kriminologi Ul. 1991, Hukum Undip, HIm. 42.
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sebagai berikut :

a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).

b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana
tanpa kesalahan”).

c. Pidana harus disesuaikan dengan Kkarakteristik dan kondisi si pelaku, ada
fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat
ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau
penyesuaian) dalampelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatusstem yang menyangkut penyerasian
antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah
tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi prilaku atau tindakan yang
dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap Itu bertujuan untuk menciptakan,

memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique 23 juga adalah proses
dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara
nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah
fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk
menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk
memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui
beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja

direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai

3 Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara
Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara
Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 18-Februari-
2018, Pukul 18.46 WIB)
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aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan

pemidanaan.

Menurut penulis, hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan
hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu akibat yang diberikan
kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab
datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian padasebagian masyarakat, maka
penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang

telah diperbuat (hukuman).

4. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap
sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu
tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

a. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat
undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan
situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk
peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat
keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapanhukum pidana)
oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisiansampai ke pengadilan. Dengan
demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan
peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat
undang- undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus
berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap
yudikatif.

c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh
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aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat- aparat pelaksana pidana
bertugas menegakkan peraturan perundang- undangan yang telah dibuat oleh
pembuat undang-undang melaluipenerapan pidana yang telah diterapkan dalam
putusan pengadilan.
Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam
pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus
berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh

pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna. 24

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau
proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas
harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-

nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.25
Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum
5. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas
penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai
kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian
penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara
lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah- kaidah tersebut kemudian menjadi
pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau
seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara,
mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk

mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi

2 Muladi dan Arif Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1984,Jakarta, HIm. 157.
5 Sudarto, Kapita Selejta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, HIm. 15.
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kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan

hukum.26

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada
ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Ganguan tersebut
timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang
menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah

yang menggangu kedamaian pergaulan hidup.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam
penegakkan hukum, yaitu:27

a. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang- Undang yang
tujuannya agar Undang-Undang ersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar
Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan
masyarakat.

b. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan.
Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan
hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan
hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hokum penegakkan
hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau
fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil, organisasi yangbaik, peralatan yang memadai dan
keuangan yang cukup.

d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan

26 gatipto Rahardjo.tt, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, him. 15
27 1bid, HIm. 34-35 & 40.
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untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karenaitu dipandang dari
sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.

e. Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses
internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk
menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya
mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang
merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang

dianggap buruk.?®

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief
menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang
dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan
yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksuk dari nilai-nilai
dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahaptahap tersebut adalah :29
1. Tahap Formulasi
Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang
yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa Kini
dan yang akan datang,kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-
undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.
Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi
Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana)oleh aparat penegak
hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan. Dengan demikian aparat penegak

hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturanperaturan perundang-

28 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1983,Rajawali Press,
Jakarta, HIm.47.
29 Muladi dan Arif Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana, Op.Cit, HIm. 157.
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undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam
melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai
keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat
pelaksana pidana. Pada tahap iniaparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan
peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang- undang
melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan
demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan,
aparat- aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman
pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-
undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses
rasioanal yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus
merupakan jalinan rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan

bermuara pada pidana dan pemidanaan.*°

F. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian Kerja

Subekti memberikan pengertian bahwa perjanjian kerja adalah
kesepakatan antara pekerja/buruh dan pemberi kerja yang ditandai dengan
hubungan upah atau gaji tertentu yang telah dirundingkan atau

diperjanjikan. Dan dapat diartikan pula sebagai suatu hubungan dimana

% 1bid
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satu pihak (pemberi kerja) berhak memberi perintah dan pihak lain
(pekerja/buruh)  berkewajiban menaatinya atau disebut dengan
dientsverhoeding (hubungan diperatas).3!

Di lain sisi, menurut Imam Soepomo dalam Lalu Husni
berpendapat bahwa definisi dari perjanjian kerja ialah pihak pertama
(pekerja/buruh) mengikatkan dirinya pada perjanjian terkait pekerjaan
dengan menerima upah dari pihak kedua (pemberi kerja), dan pemberi
kerja mengikatkan dirinya untuk mempekerjakan pekerja dengan
membayar gaji/upah.®?

Syarat-syarat untuk sahnya perjanjian kerja maka pembuatannya
harus memenuhi._syarat materil (Pasal 52, 55, 58, 59, dan 60 UU
Ketenagakerjaan) dan syarat formil (Pasal 54 dan 57 UU
ketenagakerjaan). * Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU

Ketenagakerjaan, secara materiil perjanjian kerja dibuat atas dasar:

a. Kesepakatan kedua belah pihak;
b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar huruf a dan b adalah syarat subyektif, sedangkan dasar
huruf ¢ dan d adalah syarat objektif. Dalam hal terjadi dimana perjanjian

kerja itu tidak memenuhi syarat subyektif, maka perjanjian itu dapat

31 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 54.

%2 1bid

33 Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT.Citra Aditya bakti, Badung, 2014, h.50
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dibatalkan. Artinya, salah satu pihak (yang tidak cakap) memiliki hak
untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan. Kemudian apabila
perjanjian kerja itu tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian itu
batal demi hukum. Artinya perjanjian kerja itu sejak semula dianggap
tidak pernah ada.3*

Berbicara bentuk dan isi perjanjian kerja berarti berbicara tentang syarat
formil suatu perjanjian kerja. Walau tidak ada satupun peraturan yang
mengangkat tentang bentuk dan isi perjanjian, karena dijamin dengan
adanya “asas kebebasan berkontrak™ yakni suatu asas yang menyatakan
bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian)
yang hberisi dan macam apapun -asal tidak bertentangan dengan
undangundang, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kebebasan
berkontrak tersebut dituangkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata
dengan memperhatikan Pasal 1320, 1335 dan 1337 KUH Perdata
disamping Pasal 52 UU Ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 51 UU ayat
(1) UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa perjanjian kerja dibuat secara
tertulis dan lisan. Ini berarti - memungkinkan perjanjian kerja dapat

dibuat secara tidak tertulis.

2. Teori Perlindungan Hukum
Menurut Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah

untuk mengayomi terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang

3 1bid
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lain, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat
menikmati semua hak yang diatur oleh hukum dan peraturan perundang-
undangan. ** Sedangkan menurut CST Kansil, Perlindungan hukum
adalah berbagai tindakan dan upaya hukum yang harus dilakukan dan
diberikan oleh aparat penegak hukum untuk melindungi dirinya sendiri
serta masyarakat dari campur tangan dan berbagai ancaman dari pihak
manapun, sehingga memberikan rasa aman.

Perlindungan hukum mempunyai arti sebagai suatu perbuatan
dalam hal melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang
yang lemah. Batasan hukum menurut Utrecht, yaitu hukum adalah
himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan- larangan)
yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati
oleh masyarakat.*

Perlindungan hukum apabila dijabarkan terdiri dari dua suku kata
yakni “perlindungan” dan “hukum”, yang artinya memberikan suatu
perlindungan  menurut hukum atau undang-undang yang berlaku.
Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, dalam Pasal 1 ayat (3)
menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. artinya,
penyelenggara negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan

hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kekuasaan

% Satjipto  Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang
Berubah, Jurnal Masalah Hukum, 1993.

3 Utrecht Sebagaimana Dikutib dari C.S.T Kansil, Pengaturan IImu Hukum dan Tata Hukum
Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1989, h. 38.
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politik semata. 3" Perlindungan hukum sangat penting dikembangkan
dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan
perlindungan menurut hukum dan Undang-Undang.

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan hukum adalah
kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum
dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena
menentukan apa yang sewajarnya dilakukan, apa yang tidak boleh
dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya
melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.3® Perlindungan hukum
adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap
hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan
ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan
atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.
Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan
terhadap hal-hak pelanggaran dari sesuatu yang mengakibatkan tidak
terpenuhinya hak- hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi
manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan
kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang
diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah

berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum

37 Iswi Hariyani, Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet Debitor UMKM di Bank BUMN,
PT.Bina llmu, Surabaya 2008, h. 13.
3 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta, Liberty, 1991, h 38

39 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina llmu, 1987, h. 25
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untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari
gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.*°
3. Teori Penegakan Hukum.
Secara konseptional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan
menyerasikan hukum dengan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah kaidah yang
mantap dan mengejawantah Dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap
akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan
hidup. #* Kaidah- kaidah tersebut kemudian menjadi patokan atau pedoman yang
dianggap pantas atau seharusnya. Atas dasar uraian tersebut di atas dapat dikatakan
bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila terjadi
ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Timbulnya Itu masalah pokok
daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor- faktor yang
mempengaruhinya.
Menurut soerjono soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses
penegakan hukum, Antara lain;*
a) Hukumnya sendiri kemungkinannya adalah terjadinya ketidakcocokan dalam
peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu.
b) Penegakan hukum, vyaitu pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan
hukum.
c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum di masyarakat, yaitu di
mana hukum tersebut diberlakukan dan diterapkan.

d) Kebudayaan yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia

40 Satjipto Raharjo, Permasalahan Hukum di Indonesia, Bandung, Alumni, 1983, h. 74.

41 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo,
Jakarta, 1993, him. 13.

42 Ibid., him. 3
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di dalam pergaulan hidup.

Keempat faktor tersebut saling berkaitan oleh karena merupakan esensi dari
penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.
Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pelaksanaan hukum dapat
berlangsung secara normal damai, tetapi dapat juga terjadi suatu pelanggaran hukum.
Di mana pelanggaran hukum tersebut harus ditegakkan melalui penegakkan hukum
yang sebagaimana mestinya. 43 Suatu bentuk Tindakan penegakan hukum yang
dilakukan untuk mengawal sebuah aturan agar berjalan dengan baik dan semestinya.
Penegakan hukum yang dilakukan akan menjadi sebuah penilaian dan barometer
bagaimana masyarakat luas dapat menilal atau memandang suatu daerah dalam
melaksanakan tindakan penegakan hukum apakah sudah sesuai dengan aturan yang
berlaku atau justru tidak sesual dengan aturan yang telah ada.

1. Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad
ke-20, John Rawls, seperi A Theory of justice, Politcal Liberalism, dan The Law of
Peoples, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-
nilai keadilan.** John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of
social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya
institusi- institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh
masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap
orang yang telah memperolehrasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari

keadilan.*

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip

43 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007, him. 160.
44 |bid Hal. 139
%5 Ibid Hal. 140
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keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan

“posisi asali” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance).4®

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara
tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau
memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak
dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls
sebagai suatu “posisi asasli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan
didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan

(equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls
bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang
dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga
membutakan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah
berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh
prinsip persamaan yang adil dengan teorinya discbut sebagai “Justice as fairness”.*’
Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asasli” terdapat prinsip-prinsip
keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni Setiap orang sama atas

kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas
kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa
program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua

prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas

46 Ibid

47 John Rawls, 2006. “A Theory of Justice, London: Oxford University press”, yang sudah
diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, , Pustaka
Pelajar. Yogyakarta. Hal. 90
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kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua,
mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat
memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.*

2. Teori Keadilan Hans Kelsen
Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law and state, berpandangan

bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur
perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan

kebahagian didalamnya.*

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai
yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa
suatu tatanan bukan kebahagian setiap perorangan, melainkan kebahagian sebesar-
besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya
kebutuhan- kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap
sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan
dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan.
Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan
sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu

bersifat subjektif.>

Sebagai aliran posiitivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak
berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari
penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai
doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu

keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih

48 Hans Kelsen, 2011. “General Theory of Law and State”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttagien,
Bandung, Nusa Media. Hal. 7

49 |bid Hal. 9

%0 |bid hal 12
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tinggi dan sepenuhnya sahih dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia

atau kehendak Tuhan.?!

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama
tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional.
Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-
kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian
atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatatanan yang
memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau
dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua
kepentingan.®? Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar
suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian
“Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-
benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika
diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.>® Konsep
keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia,
yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung
hukum (law unbrella) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat
dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang
dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.>*

a. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah bahwa sebagai anugerah dari

51 1bid hal 14

52 Kahar Masyhur, 1985. “Membina Moral dan Akhlak”, Kalam Mulia, Jakarta. Hal. 68

53 |bid hal 71

5 Suhrawardi K. Lunis, 2000. “Etika Profesi Hukum”, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
Hal. 50.
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tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau
dipisahkan dari dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau
manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan
atau dengan hal-hal lainnya, Bila itu sampai terjadi akan
memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan
kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai
kemanusiaan. Walapun demikian, bukan berarti bahwa
perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak
karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan
hak sendiri sembari mengabaikan hak orang lain merupakan
tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-
hak asasi Kkita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain,
karena itulah ketaan “terhadap aturan menjadi penting. *°
Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang
Nomor 39 tahun 1999 tersebut sudah dijelaskan bahwa hak asasi
manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh
manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, oleh
karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung
warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak
dari warga negaranya tersebut. hak asasi manusia dipercayai
memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak

mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang

55
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kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional
diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-
nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam
instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional
dibidang hak asasi manusia. Namun kenyataan menunjukan
bahwa nilai-nilai hak asasi manusia yang universal ternyata dalam
penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam. Hak dalam
hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan
pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi
hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi
manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul
kewajiban manusia lain untuk menghormatinya.°®

b. Teori Keadilan Pancasila

Teori Keadilan Pancasila merupakan konsep keadilan yang
berakar dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila,
ideologi bangsa Indonesia. Sebagai filosofi dasar negara,
Pancasila menawarkan pandangan yang holistik tentang keadilan,
yang mencakup dimensi moral, sosial, politik, dan ekonomi, serta
didasarkan pada semangat gotong royong dan harmoni sosial.
Teori ini memberikan landasan yang kuat bagi pembangunan

keadilan yang inklusif dan berkeadilan sosial di Indonesia.

%6 http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html , diakses pada Desember
2022
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Konsep Keadilan dalam Pancasila Pancasila sebagai dasar
negara terdiri dari lima sila yang saling berkaitan, yang
kesemuanya menawarkan perspektif tentang keadilan: Sila
Pertama: Ketuhanan yang Maha Esa
Menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan manusia
dengan Tuhan dan antar umat beragama, yang harus didasarkan
pada toleransi dan penghargaan terhadap keyakinan orang lain.>’
Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Menekankan
keadilan dalam hubungan antar individu, yang harus didasarkan
pada penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Prinsip
ini menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam memperlakukan
setiap manusia secara sama dan beradab.®® Sila Ketiga: Persatuan
Indonesia  Menekankan  keadilan dalam konteks kehidupan
berbangsa dan bernegara, di mana setiap warga negara berhak
mendapatkan perlakuan yang adil tanpa memandang suku, agama,
ras, dan golongan.*® Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin
oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
Mengandung prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan
politik yang harus berdasarkan musyawarah dan mufakat, di mana
kepentingan bersama harus didahulukan daripada kepentingan

individu atau golongan tertentu.®® Sila Kelima: Keadilan Sosial

57 Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan alinea 4

8 Kaelan, 2013, Pendidikan Pancasila

s Notonagoro, 1984, Pancasila sebagai Ideologi Negara

s Yudi Latif, 2011, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas
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bagi Seluruh Rakyat Indonesia Ini adalah inti dari teori keadilan
Pancasila yang menekankan bahwa keadilan harus dapat
dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam aspek
ekonomi, sosial, dan budaya. Negara harus menjamin distribusi
sumber daya yang adil dan tidak ada penindasan terhadap

golongan yang lemah.%!

Keadilan Distributif dalam Teori Keadilan Pancasila Salah
satu aspek kunci dari teori keadilan Pancasila adalah keadilan
distributif, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan
akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang. Dalam hal ini,
peran negara sangat penting untuk mengatur distribusi kekayaan
agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi yang ekstrem. Keadilan
distributif dalam Pancasila tercermin dalam semangat gotong
royong dan kebersamaan, di mana kesejahteraan masyarakat

menjadi prioritas.®?

Keadilan Prosedural dalam Teort Keadilan Pancasila
Selain keadilan distributif, teori keadilan Pancasila juga
menekankan pentingnya keadilan prosedural, yaitu proses yang
adil dalam pengambilan keputusan hukum, politik, dan sosial. Hal

ini tercermin dalam Sila Keempat yang menekankan pentingnya

Pancasila
st Soekarno, 1957, "Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara"
s2 Suhrawardi K. Lubis, 2007, Filsafat Pancasila
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musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan, serta

dalam pengaturan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.53

Keadilan Restoratif dalam Teori Keadilan Pancasila Teori
keadilan Pancasila juga mencakup dimensi keadilan restoratif,
yaitu upaya untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh pihak-
pihak yang terdampak oleh ketidakadilan. Prinsip ini sangat
relevan dalam penyelesaian konflik sosial dan pelanggaran hak
asasi manusia, di mana tujuan utamanya adalah pemulihan
hubungan sosial yang rusak dan reintegrasi masyarakat yang

harmonis.5

Implikasi  Teori Keadilan Pancasila dalam Kebijakan
Publik Teori keadilan Pancasila memiliki implikasi yang
mendalam dalam pembentukan kebijakan publik di Indonesia.
Kebijakan yang dihasilkan harus selalu memperhatikan prinsip-
prinsip keadilan, termasuk keadilan ekonomi, sosial, dan politik.
Negara, sebagai perwujudan kehendak rakyat, bertanggung jawab
untuk menjamin keadilan bagi seluruh warga negara melalui

kebijakan yang berpihak pada kaum lemah dan terpinggirkan.

Teori Keadilan Pancasila Menurut Filsuf

83 Sri Soemantri, 1993, "Pancasila sebagai Sumber Hukum™
s« Abdul Gani Abdullah, 2008, "Keadilan Sosial dalam Perspektif Pancasila™
s Miriam Budiardjo, 2001, Dasar-Dasar IImu Politik
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Keadilan dalam konteks Pancasila merupakan salah satu
nilai dasar yang terkandung dalam filosofi negara Indonesia.
Filsuf-filsuf Indonesia dan dunia telah memberikan kontribusi
penting terhadap pemahaman keadilan dalam Pancasila. Secara
khusus, teori keadilan Pancasila mengacu pada keadilan sosial,
hak asasi manusia, dan kesejahteraan bersama. Di bawah ini, akan
dijabarkan secara mendalam mengenai pandangan keadilan yang

bersumber dari Pancasila menurut para filsuf.

Menurut banyak filsuf Indonesia, keadilan dalam Pancasila
lebih menekankan pada keseimbangan antara individu dan
masyarakat. Konsep ini sejalan dengan prinsip pertama Pancasila,
yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, yang mengedepankan
keharmonisan antara hak individu dan kewajiban sosial. Filsuf
seperti Soepomo berpendapat bahwa negara harus menjadi
kekuatan yang menyeimbangkan kepentingan pribadi dan
kepentingan umum. ®® Negara harus hadir untuk memastikan
distribusi yang adil, tidak hanya dalam segi ekonomi, tetapi juga
dalam kesempatan hidup yang setara bagi setiap warga negara.
Hal ini berhubungan erat dengan Pancasila sebagai dasar negara

yang mengutamakan kesejahteraan bersama.

Bagi Soekarno, keadilan sosial adalah inti dari Pancasila

8 Soepomo, Dasar-Dasar Negara Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1955.
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yang dihubungkan dengan ideologi sosialisme. Soekarno
beranggapan bahwa negara harus mengatasi ketidakadilan sosial
dengan merancang kebijakan yang mengutamakan rakyat kecil
dan menjamin distribusi kekayaan yang lebih merata.%” Pancasila
sebagai dasar negara harus memastikan bahwa seluruh rakyat
Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju dan
berkembang tanpa adanya diskriminasi. Pemikiran ini juga terkait
dengan cita-cita negara kesejahteraan yang ingin dibangun di

Indonesia.

Pancasila, dalam konteks teori keadilan, juga memandang
penting hak asasi manusia sebagai salah satu unsur dalam
mencapai keadilan. Filsuf seperti Mochtar Lubis menekankan
bahwa keadilan tidak hanya tercermin dari keseimbangan sosial,
tetapi juga dalam penghormatan terhadap hak-hak individu. %8
Oleh karena itu, keadilan dalam Pancasila harus memberikan
ruang bagi setiap warga negara untuk berkembang sesuai dengan
potensi mereka, tanpa adanya penindasan atau pelanggaran hak
dasar. Pancasila dengan jelas mengatur bahwa negara wajib
melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak atas pendidikan,

pekerjaan, dan kesehatan.

Keadilan sosial dalam Pancasila tidak dapat dilepaskan

67 Soekarno, Indonesia Menggugat, Jakarta: Indonesia, 1948.
 Mochtar Lubis, Prinsip-prinsip Dasar Keadilan, Jakarta: Gramedia, 1994.
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dari pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Dalam hal ini, Pancasila
menekankan pentingnya negara untuk hadir dalam memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, sandang, dan papan.
Para filsuf seperti Nurcholish Madjid menganggap bahwa
keadilan dalam konteks Pancasila tidak hanya berbicara mengenai
distribusi kekayaan, tetapi juga menjamin bahwa setiap individu
memiliki akses terhadap kebutuhan dasar yang penting untuk
kelangsungan hidup yang layak.®® Oleh karena itu, negara harus
memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan mampu

memperkecil kesenjangan antara golongan kaya dan miskin.

Menurut John Rawls, seorang filsuf modern yang terkenal
dengan teori keadilannya, keadilan adalah suatu yang berkaitan
erat dengan kebebasan dan partisipasi dalam kehidupan politik.
Meskipun teori Rawls lebih berfokus pada teori kontrak sosial,
pemikiran ini relevan dengan Pancasila dalam konteks keadilan.™
Pancasila menekankan bahwa negara harus memberi ruang bagi
setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik
dan membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
Hal ini sejalan dengan nilai demokrasi yang terkandung dalam
Pancasila, terutama pada sila keempat yang mengajarkan tentang

musyawarah untuk mufakat.

% Nurcholish Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban, Jakarta: Paramadina, 1992.
0 John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge: Harvard University Press, 1971.
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Pembangunan nasional dalam pandangan Pancasila harus
berlandaskan pada prinsip keadilan. Filsuf-filsuf Indonesia
menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh negara
harus berorientasi pada pemerataan kesejahteraan. Salah satu
aspek keadilan dalam pembangunan adalah pengalokasian sumber
daya yang tidak hanya menguntungkan golongan tertentu, tetapi
juga mencakup seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, negara
berperan penting dalam menciptakan infrastruktur dan kebijakan
yang mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah

Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil.

Pancasila sebagai dasar negara juga mengandung nilai
toleransi antarumat beragama yang merupakan salah satu dimensi
penting dari keadilan sosial. Filsuf seperti Al-Farabi dan Abu Nasr
al-Farabi menekankan pentingnya keharmonisan antar umat
manusia dalam tatanan sosial yang berlandaskan pada prinsip-
prinsip keadilan.” Di Indonesia, Pancasila memberikan ruang
bagi kebebasan beragama, dan keadilan tercapai jika semua
agama diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Oleh karena itu,
keadilan dalam Pancasila juga mencakup perlindungan terhadap

keberagaman dan kebebasan beragama.

Keadilan Pancasila juga mengacu pada penghargaan

1 Al-Farabi, The Political Philosophy of Al-Farabi, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
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terhadap martabat manusia. Para filsuf seperti Emmanuel Kant
berpendapat bahwa setiap individu memiliki martabat yang harus
dihormati. Pancasila menekankan pentingnya perlindungan
martabat setiap warga negara, tanpa melihat latar belakang, suku,
agama, atau status sosial.”?> Dalam pandangan Pancasila, keadilan
bukan hanya terbatas pada aspek ekonomi dan politik, tetapi juga
pada aspek moral, di mana setiap orang dihargai dan diperlakukan

dengan adil sesuai dengan hak asasi mereka.

Keadilan dalam Pancasila juga tercermin dalam kebijakan
pendidikan yang inklusif dan merata. Filsuf pendidikan seperti
Paulo Freire berpendapat bahwa pendidikan adalah sarana penting
untuk mencapai keadilan sosial. Pancasila menggarisbhawahi
bahwa negara wajib menyediakan akses pendidikan yang setara
bagi setiap warganya, tanpa terkecuali.”® Hal ini bertujuan untuk
mengurangi kesenjangan intelektual dan memberikan kesempatan
yang sama bagi semua anak bangsa untuk meraih masa depan

yang lebih baik melalui pendidikan yang berkualitas.

Di tingkat internasional, keadilan Pancasila juga mencakup
prinsip saling menghormati antarnegara. Pancasila mengajarkan
tentang perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Dalam hal

ini, Pancasila mengakui bahwa keadilan tidak hanya berlaku di

2 Emmanuel Kant, Groundwork for the Metaphysics of Morals, Cambridge: Cambridge University Press, 1785.
3 Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed, New York: Continuum, 2000.
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dalam negeri, tetapi juga dalam hubungan antarbangsa. Negara
Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat dunia, berkomitmen
untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan global,
termasuk menanggulangi ketidakadilan internasional seperti

kolonialisme, imperialisme, dan diskriminasi rasial.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode adalah proses dasar mengenai tatacara mencari jalan keluar suatu permasalahan,
sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu tanda-tanda
guna memperoleh suatu pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan
sebagai dasar tatacara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam menjalankan
penelitian.” Pendekatan yuridis Sosiologis atau disebut dengan penelitian lapangan
yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam
kenyataannya dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis yang bertujuan mengurai fakta
untuk memperoleh gambaran umum, tentang permasalahan yang ada, menelaah dan
mengkaji fakta hukum untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Bagi
Perempuan Dalam Perspektif Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan
Seksual

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu sebagai

berikut :

4 Soejono Soekamto, 1986,Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Ul Press, him.6
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Data Primer, merupakan data yang di dapat dari lapangan, data di peroleh dari
responden. Responden yaitu seseorang atau masyarakat yang memberikan jawaban
atas pertanyaan dari peneliti. Responden adalah orang yang berkaitan langsung
dengan permasalahan yang akan dikaji.

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan,
data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini antara lain bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang
mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain :

a) Undang — Undang Dasar 1945.

b) Undang — undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual

¢) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

d) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum,
namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari literature atau buku — buku
hukum, majalah, koran, internet, karyatulis sarjana — sarjana baik berupa skripsi,
tesis maupun desertasi.\

Bahan Hukum Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa mengambarkan suatu solusi
tarhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah kamus

besar bahasa indonesia, kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan tentang suatu masalah dari berbagai sumber, baik dari
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buku, majalah, internet, paraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah,
dengan memahami isi kandungan serta mempelajarinya dan mengutip, serta dituangkan
dalam analisis suatu permasalahan tersebut.
b) Studi lapangan

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :
c) Studi Kepustakaan
Dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang
berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca,
memahami, mempelajari dan mengutip bahan — bahan yang berkaitan dengan
permasalahan.
d) Studi Lapangan

1) Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung, kemudian mengambil
data yang diperlukan dari hasil observasi tersebut.

2) Wawancara
Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai
narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar
yang mengarah pada permasalahan.
5. Tekhnik Analisa Data
Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di
cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis
agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara

deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.
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H. Sistematika Penelitian

Bab I. PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat
Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika
Penulisan.

Bab 1. TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Tentang Tindak Kekerasan
Seksual, Tinjauan Umum Tentang Undang-undang Penghapusan Tindak Pidana
Kekerasan Seksual, Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Wanita,
Tinjauan Umum Tentang Perspektif Islam.

Bab I11. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini akan di paparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis
dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab
sebelumnya, bab initerdiri dari dua pembahasan. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan
Dalam Perspektif Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bab IV PENUTUP
Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan

menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab I, sehingga
dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan yang sama secara

mendalam.

l. Jadwal Penelitian

WAKTU

NO. TAHAPAN KEGIATAN September | Oktober | November | Desember
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Pengajuan Judul

Pembuatan Usulan Penelitian

Ujian Usulan Penelitian

Pelaksanaan Penelitian

Pengumpulan Data

Pengolahan Data

Pembuatan Laporan Tesis

Ujian Tesis

Revisi dan Penggandaan

&g
UNISSULA
\\ Aeellal)|Zoalslolusinla
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum bagi Perempuan

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman
kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan
perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka
dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau
dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum
yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk
memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari
gangguan dan berbagal ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau
upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-
wenang oleh penguasa yang tidak sesual dengan aturan hukum,
untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga
memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai
manusia.”

Menurut  Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan
kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan
hubungan nilai-nilai atau kaidah- kaidah yang menjelma dalam

sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam

5 Setiono, Supremasi Hukum, (Surakarta: UNS, 2004), him. 3.
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pergaulan hidup antar sesama manusia.

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak
dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi
dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai
bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam
berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi,

pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan
perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan
sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara
kebahasaaan tersebut memilki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur
tindakan melindungi, unsur cara-cara - melindungi. Dengan
demikian, kata melindungi dari pihak- pihak tertentu dengan

menggunakan cara tertentu.’

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal
yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya
dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi

dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan
oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum

terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan

6 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), him. 595.
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perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu
pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-
batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir
berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan
yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah

dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan
Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta
pengakuan terhadap hak- hak asasi manusia yang dimiliki oleh

subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan
Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia
yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan
kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak

yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada
hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan
tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati
semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain
perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus
diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman,

baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai
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ancaman dari pihak manapun.”’

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan
martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang
dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari
kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang
akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan
konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-
hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya

hak-hak tersebut.

Perlindungan  hukum ~ adalah = penyempitan arti dari
perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.
Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan
adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia
sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia
serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak

dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.’®

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau
upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-
wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum,
untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai

7 Satjipto Rahardjo. Op. Cit, him 74.
8 C.S.T. Kansil. Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta : 1980),
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manusia.”

Sedangkan, menurut Muchsin, perlindungan  hukum
merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan
menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang
menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya

ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.®

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6
Undang-Undang Nomaor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya
pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa
aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh
LPSK atau lembaga lainnya sesual dengan ketentuan Undang-

Undang ini.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan
secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang
dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan
Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai
dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya
masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai
dengan cita hukum (Rechtidee) dalam negara hukum (Rechtsstaat),

bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai

79 Setiono. Op. Cit, him 3.

8 1bid, him 4
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perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus
memperhatikan 4 unsur : a. Kepastian hukum (Rechtssicherkeit) b.
Kemanfaat hukum (Zeweckmassigkeit) c. Keadilan hukum

(Gerechtigkeit) d. Jaminan hukum (Doelmatigkeit).8!

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur
pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk
merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh
keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum
menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan
baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan
sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah
dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan
unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan

hukum:82

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia,
agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan
secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal,
damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan
melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki
kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan

yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat

81 Ishaq. Dasar-

82 1bid, him. 44

dasar llmu Hukum. (Sinar Grafika. Jakarta : 2009). him 43.
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mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya

kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan
penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka
pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi
masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan
keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan
perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata

tentrem raharja.®

Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu
dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum
yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban,
keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan
keadilan. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun
hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang
bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku
dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama
maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan- aturan itu
menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan
tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan

pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.84

8 bid
8 bid
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Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua
pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum
membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak
boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu
dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang
bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh
dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.
Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang,
melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara
putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk
kasus serupa yang telah diputuskan.®

1. Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum-merupakan suatu hal
yang ~melindungi subyek-subyek  hukum melalui peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya
dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi
dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan
tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal
ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan

maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan

85 peter Mahmud Marzuki. Pengantar llmu Hukum. (Kencana. Jakarta : 2008). HIm 157-158.
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rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu
kewajiban.
b. Perlindungan Hukum Represif;

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti
denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan
apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu

pelanggaran.8®

Terkait dengan Hal terebut, menurut Philipus M. Hadjon,

menyatakan bahwa, sarana perlindungan Hukum ada dua macam,

yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif-ini, subyek hukum
diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau
pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat
bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya
sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya
bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan
bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang
preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam
mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di

indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai

% 1bid, hlm 20.

59



perlindungan hukum preventif; dan
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk
menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum
oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di
Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip
perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu
dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut
sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan
dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan
kepada pembatasanpembatasan dan peletakan kewajiban
masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari
perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah
prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat

utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.®’

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu
peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur
secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-

raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem

87 Philipus M. Hadjon. Op Cit. him. 30
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norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau
menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari
ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasinorma, reduksi
norma, atau distorsi norma. Peran pemerintah dan pengadilan dalam

menjaga kepastian hukum sangat penting.

Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang
tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-
undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa
peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak
pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu
harus dipulinkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah
tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal
itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan
pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga
perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak
mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang
dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal
semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya

hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.®®

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala
bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadahap
HAM di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada
Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta
penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua
bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

8 bid
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Perlindungan hukum adalah konsep yang fundamental dalam sistem hukum
modern. Ini melibatkan berbagai mekanisme, institusi, dan proses yang bertujuan
untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok dari pelanggaran serta
memberikan ganti rugi bagi mereka yang dirugikan. Dalam esai ini, kita akan
membahas secara mendalam berbagai aspek perlindungan hukum, termasuk
definisi, jenis-jenis perlindungan hukum, prinsip-prinsip yang mendasarinya,
serta implementasi dalam berbagai sistem hukum di seluruh dunia.

Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh
negara, melalui lembaga-lembaga hukumnya, untuk menjamin bahwa hak-hak
dan kebebasan-kebebasan yang dimiliki oleh individu atau kelompok dihormati
dan dilindungi dari berbagai bentuk pelanggaran. Perlindungan ini mencakup
berbagai bidang, seperti hak asasi manusia, hak-hak sipil dan politik, serta hak-
hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Perlindungan Hukum Preventif: Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah
terjadinya pelanggaran hukum sebelum terjadi. Contohnya termasuk undang-
undang dan peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat,
serta pendidikan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Perlindungan Hukum Reformatif: Perlindungan ini-berfokus pada reformasi
hukum untuk memastikan bahwa sistem hukum selalu sesuai dengan
perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Ini mencakup amandemen
undang-undang, penciptaan undang-undang baru, dan reformasi institusi hukum.

Perlindungan Hukum - Rehabilitatif: Perlindungan ini bertujuan untuk
memulihkan keadaan - korban pelanggaran hukum. - Ini dapat mencakup
kompensasi finansial, rehabilitasi psikologis, dan pemulihan nama baik korban.

Perlindungan Hukum Penegakan: Perlindungan ini berkaitan dengan penegakan
hukum yang efektif terhadap pelanggar hukum. Ini mencakup proses penuntutan,
peradilan, dan pelaksanaan hukuman.

Kesetaraan di Hadapan Hukum: Setiap individu, tanpa memandang status sosial,
ekonomi, atau politiknya, harus mendapatkan perlindungan yang sama di
hadapan hukum. Kepastian Hukum: Hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi,
sehingga individu dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta konsekuensi dari tindakan
mereka. Akses ke Keadilan: Setiap individu harus memiliki akses yang mudah dan terjangkau
ke lembaga-lembaga hukum untuk mencari keadilan dan penyelesaian sengketa. Proses
Hukum yang Adil: Proses hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan tidak memihak,
memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat mendapatkan kesempatan yang sama untuk
menyampaikan argumen dan bukti mereka. Hak atas Pemulihan Efektif: Setiap individu yang
haknya dilanggar harus memiliki hak atas pemulihan yang efektif, baik dalam bentuk
kompensasi, restitusi, atau rehabilitasi.

Perlindungan hukum bagi perempuan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya

mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan sosial. Sejarah perlindungan hukum bagi
perempuan telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama setelah
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diakuinya hak-hak perempuan dalam berbagai instrumen hukum internasional dan
nasional. Artikel ini akan mengkaji perlindungan hukum bagi perempuan dari
perspektif historis, yuridis, dan implementasinya di berbagai negara, termasuk
Indonesia.

Perlindungan hukum bagi perempuan telah mengalami evolusi sejak zaman kuno
hingga era modern. Pada masa lalu, perempuan seringkali dianggap sebagai objek dan
tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Namun, dengan munculnya gerakan
feminisme dan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia, perlindungan hukum
bagi perempuan mulai mendapat perhatian.

1. Zaman Kuno dan Abad Pertengahan
o Pada masa ini, perempuan sering kali tidak memiliki hak yang setara
dengan laki-laki. Mereka dianggap sebagai milik suami atau ayahnya
dan tidak memiliki hak atas properti atau suara dalam pengambilan
keputusan keluarga maupun publik.
2. EraPencerahan
o Pada abad ke-18, muncul pemikiran baru tentang hak asasi manusia
yang menekankan pentingnya kesetaraan dan kebebasan. Pemikir
seperti Mary Wollstonecraft dalam bukunya "A Vindication of the
Rights of Woman" (1792) menekankan pentingnya pendidikan dan hak-
hak perempuan.
3. Gerakan Suffrage dan Hak Pilih Perempuan
o Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, gerakan suffrage
memperjuangkan hak pilin bagi perempuan. Keberhasilan gerakan ini
terlihat dengan diberikannya hak pilih-kepada perempuan di berbagai
negara, termasuk Amerika Serikat pada tahun 1920 melalui
Amendemen ke-19.
4. Periode Pasca Perang Dunia |l
o Setelah Perang Dunia Il, perlindungan hukum bagi perempuan semakin
diperkuat dengan adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
(1948) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan
kebebasan tanpa diskriminasi jenis kelamin.
5. Periode Modern
o Pada periade ini, banyak negara mulai mengadopsi undang-undang yang
spesifik untuk melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan,
diskriminasi, dan eksploitasi. Instrumen hukum internasional seperti
Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap
Perempuan (CEDAW) juga menjadi dasar bagi banyak negara untuk
mengembangkan legislasi domestik yang lebih responsif terhadap isu-
isu perempuan.

Di Indonesia, perlindungan hukum bagi perempuan diatur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Beberapa undang-
undang yang penting antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945
o Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
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2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW

o UU ini merupakan pengesahan terhadap CEDAW yang menegaskan
komitmen Indonesia untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi
terhadap perempuan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga (PKDRT)

o UU ini memberikan perlindungan kepada perempuan dari kekerasan
dalam rumah tangga dan memberikan mekanisme untuk penanganan
dan pemulihan korban kekerasan.

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang

o UU ini bertujuan untuk melindungi perempuan dari perdagangan orang
yang sering kali menjadikan perempuan sebagai korban utama.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual (TPKS)

o UU ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas untuk penanganan
tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan perlindungan serta
pemulihan bagi korban.

Meskipun sudah banyak regulasi yang memberikan perlindungan hukum bagi
perempuan, implementasi dari. peraturan tersebut masih menghadapi berbagai
tantangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi perlindungan hukum
bagi perempuan antara lain:

1. Budaya Patriarki
o Budaya patriarki yang masth kuat di masyarakat sering kali menjadi
hambatan dalam penerapan perlindungan hukum bagi perempuan. Nilai-
nilai dan norma sosial yang menempatkan perempuan pada posisi
subordinat dapat menghambat upaya penegakan hukum.
2. Kurangnya Akses terhadap Informasi dan Keadilan
o Banyak perempuan, terutama di daerah pedesaan, yang tidak memiliki
akses yang memadai terhadap informasi tentang hak-hak mereka dan
mekanisme hukum yang tersedia. Hal ini menyebabkan mereka sering
kali tidak melaporkan kasus-kasus kekerasan atau diskriminasi yang
mereka alami.
3. Kapasitas Aparat Penegak Hukum
o Kapasitas dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap isu-isu
perempuan juga menjadi faktor penting. Pelatihan dan pendidikan yang
memadai bagi aparat penegak hukum diperlukan untuk memastikan
penanganan kasus-kasus yang melibatkan perempuan dapat dilakukan
dengan baik.
4. Ketersediaan Layanan dan Dukungan bagi Korban
o Layanan dan dukungan bagi korban kekerasan atau diskriminasi sering
kali masih terbatas. Pusat pelayanan terpadu, rumah aman, dan layanan
psikologis dan medis bagi korban perlu diperluas dan diperkuat.
5. Definisi dan Lingkup Perlindungan Hukum bagi Perempuan
o Perlindungan hukum bagi perempuan merujuk pada serangkaian
tindakan, kebijakan, dan undang-undang yang dirancang untuk
melindungi hak-hak perempuan, mencegah dan mengatasi kekerasan,
serta memastikan kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan.
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Perlindungan ini mencakup hak-hak asasi, hak atas keselamatan dan
keamanan, hak dalam bidang pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan
berbagai hak lainnya yang diakui baik di tingkat nasional maupun
internasional.

6. Instrumen Hukum Internasional untuk Perlindungan Perempuan

o

o

Beberapa instrumen hukum internasional yang penting dalam
perlindungan hak-hak perempuan antara lain:

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan (CEDAW): CEDAW, yang diadopsi oleh
Majelis Umum PBB pada tahun 1979, merupakan instrumen hukum
internasional utama yang berfokus pada penghapusan diskriminasi
terhadap perempuan di segala bidang kehidupan.

Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan:
Deklarasi ini, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1993,
menggarisbawahi pentingnya perlindungan perempuan dari berbagai
bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologis.
Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan: Agenda ini
menetapkan tujuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
sebagai salah satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGSs).

7. Hukum Nasional dan Kebijakan di Indonesia

(0]

Di Indonesia, beberapa undang-undang dan kebijakan yang relevan
dengan perlindungan hukum bagi perempuan antara lain:
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan: UU ini mengadopsi CEDAW ke dalam hukum
nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT): UU ini dirancang untuk
melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, yang mayoritas
korbannya adalah perempuan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang: UU ini berfokus pada
pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia, yang banyak
korbannya adalah perempuan dan anak-anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kebijakan
Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan: Peraturan ini
memperkuat pelaksanaan kebijakan terkait perlindungan perempuan
dan anak dari kekerasan.

8. Tantangan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Perempuan

o

Meskipun telah banyak instrumen hukum yang diimplementasikan,
tantangan dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan, antara lain:
Budaya Patriarki dan Stereotip Gender: Budaya patriarki dan
stereotip gender yang masih kuat di masyarakat seringkali menghambat
upaya perlindungan hukum bagi perempuan.

Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Hukum: Banyak
perempuan yang masih kurang memahami hak-hak hukum mereka dan
mekanisme perlindungan yang tersedia.
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o Penegakan Hukum yang Lemah: Implementasi dan penegakan hukum
yang belum optimal seringkali mengakibatkan perlindungan hukum
bagi perempuan tidak berjalan efektif.

o Keterbatasan Akses terhadap Keadilan: Keterbatasan akses terhadap
layanan hukum dan keadilan, terutama di daerah-daerah terpencil,
menjadi kendala bagi perempuan untuk mendapatkan perlindungan
yang layak.

9. Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum bagi Perempuan

o Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan
hukum bagi perempuan di antaranya:

o Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Hukum: Edukasi hukum
bagi perempuan dan masyarakat secara luas sangat penting untuk
meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang hak-hak perempuan.

o Penguatan Lembaga Perlindungan Perempuan: Penguatan kapasitas
lembaga-lembaga yang menangani isu-isu perempuan, termasuk
lembaga penegak hukum, layanan kesehatan, dan pusat bantuan hukum.

o Perbaikan Kebijakan dan Legislasi: Peninjauan dan perbaikan
kebijakan serta legislasi yang ada agar lebih responsif terhadap
kebutuhan dan perlindungan perempuan.

o Partisipasi Aktif Perempuan dalam Proses Legislasi: Mendorong
partisipasi aktif perempuan dalam proses pembuatan kebijakan dan
legislasi agar kebijakan yang dihasilkan lebih berpihak pada
kepentingan perempuan.

o Kerjasama Multisektoral:  Meningkatkan  kerjasama antara
pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat
dalam upaya perlindungan hukum bagi perempuan.

B. Tinjauan Umum tentang Perempuan

Pendahuluan

Perempuan adalah setengah dari populasi dunia yang memiliki peran penting dalam
berbagai aspek kehidupan, mulai dari keluarga, komunitas, hingga negara. Tinjauan ini
bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang perempuan, meliputi sejarah,
peran sosial, ekonomi, politik, kesehatan, serta tantangan dan kemajuan yang telah
dicapai.

Sejarah Perempuan

Sejarah perempuan mencakup perjalanan panjang yang penuh perjuangan dalam
meraih kesetaraan gender. Dalam banyak kebudayaan kuno, perempuan sering Kkali
berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki. Namun, ada
juga masyarakat matriarkat di mana perempuan memiliki peran dominan.

Zaman Kuno

Pada zaman kuno, peran perempuan sering kali terbatas pada rumah tangga dan

pengasuhan anak. Namun, ada juga perempuan yang menonjol dalam sejarah seperti
Cleopatra dari Mesir dan Sappho, seorang penyair Yunani kuno yang terkenal.
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Abad Pertengahan

Pada abad pertengahan, peran perempuan masih sangat terbatas, terutama di Eropa.
Perempuan sering kali tidak memiliki hak untuk memiliki properti atau terlibat dalam
politik. Namun, tokoh-tokoh seperti Joan of Arc menunjukkan bahwa perempuan juga
dapat berperan besar dalam peristiwa penting sejarah.

Era Modern

Memasuki era modern, gerakan feminisme mulai berkembang. Abad ke-19 dan ke-20
menjadi saksi dari banyak perubahan signifikan dalam hak-hak perempuan. Perjuangan
untuk hak pilih, pendidikan, dan kesempatan kerja yang setara menjadi fokus utama
dari gerakan ini.

Peran Sosial

Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam struktur sosial masyarakat.
Mereka sering kali menjadi pusat dari unit keluarga dan komunitas, berperan sebagai
ibu, istri, dan pemimpin komunitas.

Keluarga

Dalam keluarga, perempuan sering kali memegang peran utama dalam pengasuhan
anak dan manajemen rumah tangga. Namun, peran ini semakin berubah dengan
meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja di luar rumah.

Komunitas

Perempuan juga memainkan peran penting dalam komunitas, baik sebagai pemimpin
informal maupun formal. Mereka sering terlibat dalam kegiatan sosial dan organisasi
yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

Peran Ekonomi

Partisipasi perempuan dalam ekonomi telah meningkat secara signifikan dalam
beberapa dekade terakhir. Mereka tidak hanya bekerja di sektor informal tetapi juga
berperan penting dalam berbagai industri dan bisnis.

Pekerjaan dan Karier

Jumlah perempuan yang bekerja di sektor formal terus meningkat. Mereka kini terlibat
dalam berbagai profesi, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga teknologi dan bisnis.

Kewirausahaan
Banyak perempuan yang kini memilih untuk menjadi wirausahawan, menciptakan
usaha sendiri dan berkontribusi pada perekonomian. Mereka menghadapi tantangan

yang unik tetapi juga membawa perspektif baru dalam dunia bisnis.

Peran Politik
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Partisipasi perempuan dalam politik adalah salah satu indikator penting dari kesetaraan
gender. Meski masih banyak tantangan, jumlah perempuan yang terlibat dalam politik
terus meningkat.

Pemimpin Politik

Beberapa negara telah memiliki pemimpin perempuan yang berpengaruh, seperti
Angela Merkel di Jerman dan Jacinda Ardern di Selandia Baru. Mereka menunjukkan
bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin yang efektif dan berprestasi tinggi.
Partisipasi Politik

Di banyak negara, undang-undang telah diubah untuk meningkatkan partisipasi
perempuan dalam politik, baik melalui kuota gender maupun kebijakan afirmatif
lainnya.

Kesehatan Perempuan

Kesehatan perempuan adalah aspek penting yang mempengaruhi kualitas hidup
mereka. Ada berbagai isu kesehatan yang secara khusus mempengaruhi perempuan,
seperti kesehatan reproduksi, kanker payudara, dan kesehatan mental.

Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi mencakup berbagai aspek, mulai dari menstruasi, kehamilan,
hingga menopause. Akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas
adalah hal yang krusial bagi kesejahteraan perempuan.

Kanker Payudara

Kanker payudara adalah salah satu jenis kanker yang paling umum di kalangan
perempuan. Deteksi dini dan pengobatan yang efektif sangat penting untuk
meningkatkan tingkat kesembuhan.

Kesehatan Mental

Perempuan juga rentan terhadap berbagai masalah kesehatan mental, seperti depresi
dan kecemasan. Faktor-faktor seperti tekanan sosial dan beban ganda antara pekerjaan
dan rumah tangga dapat berkontribusi pada masalah ini.

Tantangan dan Kemajuan

Perempuan telah mencapai banyak kemajuan dalam berbagai bidang, tetapi masih
banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai kesetaraan gender yang sejati.

Tantangan
Beberapa tantangan utama yang dihadapi perempuan termasuk kekerasan berbasis

gender, diskriminasi di tempat kerja, dan kesenjangan upah. Meskipun undang-undang
dan kebijakan telah diimplementasikan untuk mengatasi masalah ini, pelaksanaannya
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masih sering tidak konsisten.
Kemajuan

Kemajuan signifikan telah dicapai dalam beberapa dekade terakhir, terutama dalam hal
pendidikan dan partisipasi ekonomi. Semakin banyak perempuan yang menyelesaikan
pendidikan tinggi dan berpartisipasi dalam ekonomi formal.

C. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang
Pendahuluan

Undang-undang merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem hukum di
berbagai negara. Sebagai produk dari proses legislatif, undang-undang berfungsi untuk
mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aspek politik, ekonomi,
sosial, hingga budaya. Undang-undang juga mencerminkan nilai-nilai dan norma-
norma yang dianut oleh suatu masyarakat pada suatu waktu tertentu.

Definisi dan Fungsi Undang-Undang
Definisi Undang-Undang

Undang-undang secara umum dapat didefinisikan sebagai peraturan yang dibuat oleh
badan legislatif dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum. Di
Indonesia, undang-undang adalah produk dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang
disetujui oleh Presiden. Pengertian ini sejalan dengan konsep undang-undang di
berbagai negara lain yang menerapkan sistem demokrasi.

Fungsi Undang-Undang

1. Regulasi: Undang-undang berfungsi sebagai alat untuk mengatur berbagai
aspek kehidupan masyarakat. Misalnya, undang-undang tentang perpajakan
mengatur kewajiban setiap warga negara untuk membayar pajak.

2. Kontrol Sosial: Melalui undang-undang, negara dapat mengontrol perilaku
masyarakat agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

3. Perlindungan: Undang-undang juga berfungsi untuk melindungi hak-hak
warga negara, baik hak sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.

4. Penyelesaian Sengketa: Undang-undang menyediakan  mekanisme
penyelesaian sengketa melalui sistem peradilan yang diatur secara legal.

5. Legitimasi Kekuasaan: Undang-undang memberikan legitimasi kepada
pemerintah untuk menjalankan kekuasaan dan otoritasnya.

Proses Pembentukan Undang-Undang
Pembentukan undang-undang di Indonesia diatur dalam UUD 1945 dan lebih lanjut
dijabarkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. Proses ini melibatkan beberapa tahap utama:

1. Perencanaan: Penyusunan program legislasi nasional (Prolegnas) yang

memuat daftar rancangan undang-undang yang akan dibahas dalam satu periode
tertentu.
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2.

Penyusunan: Rancangan undang-undang disusun oleh DPR atau Presiden.
Penyusunan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait dan
ahli hukum.

Pembahasan: Rancangan undang-undang dibahas dalam rapat-rapat DPR
bersama pemerintah. Pembahasan ini melibatkan diskusi, perdebatan, dan
kompromi untuk mencapai kesepakatan.

Pengesahan: Setelah disetujui oleh DPR, rancangan undang-undang
disampaikan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.
Pengundangan: Undang-undang yang telah disahkan kemudian diundangkan
dalam Lembaran Negara agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Kategori dan Jenis Undang-Undang

Undang-undang dapat dikategorikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti materi
muatan, hierarki, dan cakupan wilayah.

Berdasarkan Materi Muatan

1.

Undang-Undang Dasar (UUD): Merupakan hukum dasar tertulis yang
menjadi landasan bagi peraturan perundang-undangan lainnya. Di Indonesia,
UUD 1945 adalah konstitusi negara.

Undang-Undang Organik: Undang-undang yang mengatur lebih lanjut
ketentuan-ketentuan dalam UUD.

Undang-Undang Formil: Mengatur prosedur atau tata cara pelaksanaan hak
dan kewajiban yang diatur dalam UUD atau undang-undang lainnya.
Undang-Undang Materil: Mengatur substansi tertentu dalam kehidupan
masyarakat, seperti hukum pidana, hukum perdata, dan fain-lain.

Berdasarkan Hierarki

1.
2.
3.

4.
S.
6

Undang-Undang Dasar (UUD)

Ketetapan MPR

Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perpu)

Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Daerah (Perda)

Implementasi dan Penegakan Undang-Undang

Implementasi undang-undang memerlukan kesungguhan dari berbagai pihak, termasuk
lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Penegakan
undang-undang yang efektif juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dalam
mematuhi peraturan yang berlaku.

Tantangan dalam Implementasi

1.

Kapasitas Lembaga Penegak Hukum: Keterbatasan sumber daya manusia
dan infrastruktur dapat menghambat efektivitas penegakan hukum.
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2. Korupsi: Praktik korupsi di kalangan aparat penegak hukum dapat mengurangi
kepercayaan publik dan merusak integritas sistem hukum.

3. Ketidaksesuaian Peraturan: Terkadang terdapat peraturan yang tidak sesuai
dengan kondisi sosial, ekonomi, atau budaya masyarakat, sehingga sulit untuk
diimplementasikan.

Reformasi Hukum dan Undang-Undang

Reformasi hukum merupakan upaya untuk memperbaiki sistem hukum agar lebih adil,
efektif, dan responsif terhadap perubahan zaman. Beberapa aspek penting dalam
reformasi hukum meliputi:

1. Pembaharuan Legislasi: Menyusun undang-undang yang lebih sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan perkembangan global.

2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Penegak Hukum: Melalui pendidikan,
pelatihan, dan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum.

3. Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses
legislasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang.

4. Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas dalam proses pembentukan dan penegakan undang-undang.

D. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Penghapusan

Undang-undang penghapusan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang
dirancang untuk menghapuskan atau menghilangkan beban hukum tertentu dari
individu atau entitas. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesempatan kepada
individu atau entitas untuk menghapuskan catatan atau kewajiban hukum yang
mungkin mempengaruhikehidupan mereka secara negatif. Penghapusan utang
biasanya terkait dengan kebangkrutan atau restrukturisasi utang, di mana utang yang
tidak dapat dilunasi dihapuskan atau dikurangi. Dalam sistem hukum, ini bertujuan
memberikan kesempatan baru kepada debitur untuk memulai dari awal.

Ini melibatkan penghapusan catatan kriminal dari arsip publik, sehingga individu yang
telah menjalani hukuman dapat memulai hidup baru tanpa beban masa lalu yang
membatasi kesempatan mereka.

Penghapusan hak milik bisa terjadi dalam konteks hukum properti, seperti pembatalan
hak kepemilikan atas suatu barang atau tanah.

o Rehabilitasi Sosial: Memberikan kesempatan kepada individu untuk mengatasi
kesalahan masa lalu dan berintegrasi kembali dalam masyarakat.

e Penyegaran Ekonomi: Dalam kasus penghapusan utang, memberikan
kesempatan kepada individu atau perusahaan untuk memulai kembali dengan
basis ekonomi yang bersih.

o Keadilan dan Kesetaraan: Mengurangi dampak ketidakadilan hukum yang
mungkin timbul akibat catatan kriminal atau utang yang tidak dapat dilunasi.

Prosedur ini melibatkan pengajuan permohonan kepada pengadilan untuk menyatakan

kebangkrutan atau melakukan restrukturisasi utang. Proses ini sering melibatkan
penyusunan rencana pembayaran utang atau negosiasi dengan kreditor.
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Individu dapat mengajukan permohonan untuk penghapusan catatan kriminal ke
pengadilan atau lembaga terkait setelah periode tertentu pasca-hukuman atau setelah
memenuhi syarat tertentu.

Proses ini biasanya memerlukan dokumentasi dan pengajuan ke lembaga pendaftaran
properti untuk membatalkan hak kepemilikan yang ada.

Undang-undang penghapusan dapat memberikan manfaat besar dalam hal rehabilitasi
sosial dan penyegaran ekonomi. Individu yang mendapatkan kesempatan untuk
memulai kembali dapat berkontribusi lebih produktif terhadap masyarakat.

Namun, tantangan dalam implementasi undang-undang penghapusan termasuk
resistensi dari kreditor, risiko penyalahgunaan sistem, dan ketidakpastian hukum.
Selain itu, proses hukum untuk penghapusan dapat menjadi kompleks dan memerlukan
dukungan hukum yang memadai.

Kasus kebangkrutan besar yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar atau individu
yang berjuang dengan utang yang sangat besar.

Kasus di mana individu yang telah menjalani hukuman berat dan kemudian diberikan
kesempatan untuk membersihkan catatan kriminal mereka.

Undang-undang penghapusan biasanya diatur dalam peraturan perundang-undangan
nasional atau regional. Kebijakan terkait dapat mencakup pedoman tentang berapa lama
catatan dapat dipertahankan, syarat-syarat untuk penghapusan, dan hak-hak individu
selama proses tersebut.

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi
manusia yang serius dan memiliki dampak jangka panjang pada korban. Tindak pidana
ini mencakup berbagal tindakan yang melibatkan kekerasan atau paksaan dalam
konteks seksual, dan dapat terjadi di berbagai situasi, dari kekerasan domestik hingga
kejahatan yang terjadi di luar rumah tangga. Memahami konteks, definisi, dan dampak
dari tindak pidana ini sangat penting untuk mengatasi dan mencegah kekerasan seksual.

Definisi dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Definisi Kekerasan Seksual Kekerasan seksual adalah segala bentuk
kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang dengan tujuan atau akibat dari
paksaan, ancaman, atau manipulasi dalam konteks seksual. Definisi ini
mencakup segala tindakan yang melanggar kebebasan seksual seseorang,
termasuk pemaksaan hubungan seksual, pelecehan seksual, dan eksploitasi
seksual.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual a. Pemerkosaan: Hubungan
seksual tanpa persetujuan yang dilakukan dengan paksaan atau ancaman. b.
Pelecehan Seksual: Perilaku atau komentar yang tidak diinginkan dan bersifat
seksual yang menciptakan lingkungan yang merugikan bagi korban. c.
Eksploitasi Seksual: Penggunaan seseorang untuk tujuan seksual yang tidak
sah, seringkali melibatkan kekuasaan atau manipulasi. d. Penyiksaan Seksual:
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Bentuk kekerasan yang melibatkan tindakan-tindakan menyiksa secara seksual
terhadap korban.

Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Seksual

1. Faktor Sosial dan Budaya a. Norma Gender: Harapan dan stereotip gender
yang dapat mendorong perilaku kekerasan. b. Ketidaksetaraan Sosial:
Kesenjangan kekuasaan antara gender yang mempengaruhi prevalensi
kekerasan seksual.

2. Faktor Ekonomi a. Kemiskinan: Keterbatasan ekonomi dapat meningkatkan
kerentanan terhadap kekerasan seksual. b. Eksploitasi Ekonomi: Situasi di
mana individu dieksploitasi secara seksual untuk keuntungan ekonomi.

3. Faktor Psikologis a. Trauma dan Pengalaman Masa Lalu: Pengalaman
kekerasan masa lalu dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual. b.
Gangguan Psikologis: Kondisi mental yang dapat mempengaruhi perilaku
individu.

Dampak Kekerasan Seksual

1. Dampak Fisik a. Cedera dan Penyakit: Luka-luka fisik dan risiko penyakit
menular seksual. b. Kesehatan Reproduksi: Masalah kesehatan reproduksi
akibat kekerasan seksual.

2. Dampak Psikologis a. Trauma: Pengalaman traumatis yang dapat
mengakibatkan gangguan stres pasca-trauma (PTSD). b. Gangguan Kesehatan
Mental: Depresi, kecemasan, dan gangguan psikologis lainnya.

3. Dampak Sosial a. Stigma: Stigma sosial yang dialami-oleh korban. b. Isolasi
Sosial: Ketidakmampuan untuk berinteraksi sosial dan dampak terhadap
hubungan interpersonal.

Kerangka Hukum dan Kebijakan

1. Hukum Nasional a. Peraturan Perundang-Undangan: Undang-undang yang
mengatur tindak pidana kekerasan seksual di berbagai negara. b. Kasus-Kasus
Hukum: Contoh kasus penting yang telah ditangani oleh sistem hukum.

2. Kebijakan dan Strategi a. Program Pencegahan: Inisiatif untuk mencegah
kekerasan seksual melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat. b. Dukungan
untuk Korban: Layanan yang tersedia untuk korban kekerasan seksual,
termasuk konseling dan perlindungan hukum.

Upaya dan Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

1. Upaya Penegakan Hukum a. Penyelidikan dan Penuntutan: Proses hukum
untuk menuntut pelaku kekerasan seksual. b. Reformasi Hukum: Inisiatif
untuk memperbaiki undang-undang dan sistem peradilan terkait kekerasan
seksual.

2. Tantangan a. Keterbatasan Sumber Daya: Kurangnya sumber daya untuk
mendukung korban dan menangani kasus kekerasan seksual. b. Kebudayaan
dan Stereotip: Hambatan budaya dan stereotip yang mempengaruhi
penanganan kasus kekerasan seksual.
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F. Tinjauan umum mengenai tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif
Islam

Tinjauan umum mengenai tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif Islam
adalah topik yang luas dan kompleks. Dalam menjelaskan hal ini, penting untuk
menyentuh berbagai aspek, seperti definisi kekerasan seksual, pandangan Islam tentang
kekerasan seksual, hukuman yang relevan dalam syariat, dan bagaimana hukum Islam
membentuk respons terhadap tindak pidana ini.

Definisi Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan yang melanggar hak-hak seksual
seseorang, termasuk pemaksaan, pelecehan, dan penyerangan. Definisi ini sering kali
melibatkan pemaksaan secara fisik atau psikologis untuk melakukan tindakan seksual
tanpa persetujuan. Dalam banyak hukum nasional dan internasional, kekerasan seksual
juga mencakup pemaksaan terhadap tindakan seksual secara verbal atau non-verbal.

Pandangan Islam tentang Kekerasan Seksual

Dalam Islam, prinsip utama yang mengatur hubungan antar individu adalah keadilan,
kasih sayang, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Al-Qur'an dan Hadis
menekankan perlunya menjaga kehormatan dan hak-hak setiap individu. Islam
mengajarkan bahwa setiap bentuk pemaksaan atau kekerasan, termasuk kekerasan
seksual, bertentangan dengan ajaran moral dan etika agama.

Dalam Al-Qur'an, ada beberapa ayat yang dapat dihubungkan dengan perlindungan
terhadap kekerasan seksual. Misalnya, ayat-ayat yang menekankan perlunya menjaga
kesucian dan kehormatan tubuh serta hak-hak individu, seperti dalam Surah An-Nur
(24:30-31) yang berbicara tentang perlunya menjaga pandangan dan kesopanan.

Hadis-hadis Nabi Muhammad juga menekankan perlunya memperlakukan wanita dan
semua orang dengan hormat. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad bersabda: "Sebaik-
baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang
yang paling baik terhadap keluargaku” (HR. Tirmidzi). Hadis ini menekankan perlunya
perlakuan baik dan hormat terhadap keluarga, termasuk hak-hak seksual.

Dalam hukum Syariah, kekerasan seksual dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran
berat terhadap hak-hak individu. Hukuman untuk kekerasan seksual dalam Syariah bisa
mencakup hukuman hudud, seperti rajam (untuk zina) atau gisas (pembalasan setimpal),
tergantung pada jenis pelanggaran. Namun, penerapan hukuman ini bergantung pada
sistem peradilan dan interpretasi hukum di negara atau komunitas Muslim tertentu.

Hudud adalah hukuman yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadis untuk pelanggaran
berat, seperti zina dan pemerkosaan. Dalam kasus pemerkosaan, hukuman hudud dapat
mencakup rajam atau hukuman lain yang dianggap setimpal oleh pengadilan syariah.
Namun, penerapan hukuman hudud sering kali dibatasi oleh persyaratan yang ketat,
termasuk adanya saksi dan bukti yang kuat.
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Qisas adalah hukuman setimpal untuk pelanggaran yang mengakibatkan kerugian atau
cedera, seperti kekerasan fisik. Dalam kasus kekerasan seksual, gisas dapat diterapkan
jika pelanggaran tersebut menyebabkan cedera fisik. Namun, penerapan gisas juga
bergantung pada interpretasi dan praktik hukum di masing-masing negara atau
komunitas.

Ta'zir adalah hukuman yang tidak ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau
Hadis, tetapi diberikan oleh pengadilan syariah berdasarkan kebijaksanaan hakim.
Dalam kasus kekerasan seksual, ta'zir dapat diterapkan untuk tindakan yang tidak
secara eksplisit disebutkan dalam hukum hudud atau gisas.

Di beberapa negara Muslim, terdapat upaya untuk mereformasi hukum dan sistem
peradilan guna lebih baik menangani kasus kekerasan seksual. Reformasi ini sering kali
melibatkan penyesuaian terhadap interpretasi syariah dan penerapan hukuman yang
lebih sesuai dengan standar hak asasi manusia modern.

Penting untuk memastikan bahwa korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan
dan dukungan yang memadai. Dalam konteks Islam, ini termasuk memastikan bahwa
korban tidak diperlakukan dengan cara yang merendahkan atau menstigma mereka.
Perlindungan ini juga mencakup akses ke layanan kesehatan, dukungan psikologis, dan
keadilan hukum.

Pendidikan dan kesadaran tentang hak-hak seksual dan kekerasan seksual penting untuk
mencegah tindak pidana ini. Program pendidikan di komunitas Muslim dapat
membantu meningkatkan pemahaman tentang hak-hak individu dan cara melindungi
diri dari kekerasan seksual.
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BAB Il
PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Kaum Wanita Akibat Tindak Pidana
Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum bagi kaum wanita yang menjadi korban tindak pidana
kekerasan seksual adalah isu yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia.
Kekerasan seksual terhadap perempuan sering kali dianggap sebagai pelanggaran terhadap
hak asasi manusia dan mempengaruhi tidak hanya fisik korban tetapi juga mental dan
sosialnya. Dalam konteks ini, penegakan hukum memiliki peran yang sangat signifikan
dalam memastikan perlindungan yang memadai bagi korban serta pemberian keadilan

yang setimpal .8

Perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan
seksual harus diakui sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia.
Menurut Teori Hak Asasi Manusia (Human Rights Theory), setiap individu
memiliki hak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan
perlakuan tidak manusiawi.*® Kekerasan seksual terhadap perempuan tidak
hanya merusak fisik, tetapi juga melanggar hak untuk mendapatkan perlakuan
yang setara dan manusiawi. Dalam hal ini, negara harus hadir untuk
memberikan perlindungan hukum yang efektif guna memastikan bahwa hak-

hak korban dihormati dan ditegakkan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia

dilakukan melalui sistem peradilan pidana, yang melibatkan proses penyidikan,

8 Taufik, A., & Rahman, M. (2020). Teori Penegakan Hukum dan Aplikasinya dalam Tindak Pidana Kekerasan
Seksual. Jurnal Hukum Indonesia, 35(2), 215-230.
9 Universal Declaration of Human Rights, Article 1.
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penuntutan, dan peradilan di pengadilan. Dalam hal ini, Teori Penegakan
Hukum (Law Enforcement Theory) menekankan pentingnya kepastian hukum,
keadilan, dan ketertiban dalam menjalankan proses hukum. Proses penegakan
hukum harus menjamin bahwa pelaku kekerasan seksual akan dihukum sesuai
dengan hukum yang berlaku dan bahwa korban mendapatkan akses terhadap

keadilan, dukungan medis, serta perlindungan dari ancaman lebih lanjut.®

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual (TPKS) merupakan landasan hukum yang penting dalam memberikan
perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.®?
UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi
korban kekerasan seksual dengan mengatur berbagai bentuk tindak pidana
kekerasan seksual serta mekanisme perlindungan korban. Berdasarkan Teori
Keadilan Restoratif (Restorative Justice Theory), undang-undang ini tidak
hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki

hubungan antara korban dan pelaku serta memulihkan hak-hak korban.?

Kepolisian memainkan peran penting dalam penegakan hukum terhadap
kekerasan seksual. Menurut Teori Kepolisian Progresif (Progressive Policing
Theory), polisi harus mengutamakan perlindungan terhadap korban dengan
memberikan akses yang mudah dan cepat untuk melapor, serta menjaga

kerahasiaan dan integritas korban. Polisi juga harus melakukan penyelidikan

9 Morris, G. (2015). Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana.

92 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

9 Firdaus, R. (2018). Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia: Tantangan dan Solusi.
Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
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yang objektif dan tanpa diskriminasi, serta memastikan pelaku kekerasan

seksual diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang ada.®*

Setelah penyidikan dilakukan oleh polisi, kejaksaan berperan dalam proses
penuntutan. Teori Proses Penuntutan (Prosecution Process Theory)
menekankan pentingnya profesionalisme dan independensi jaksa dalam
memproses kasus kekerasan seksual. Kejaksaan harus memastikan bahwa bukti-
bukti yang ada cukup untuk mendakwa pelaku, dan bahwa seluruh proses
penuntutan dilakukan dengan penuh pertimbangan agar keadilan bagi korban

tetap terjaga.®®

Pengadilan berfungsi sebagai lembaga yang memberikan putusan hukum
terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual. Dalam hal ini, Teori Peradilan
(Judicial Theory) menyatakan bahwa hakim harus bertindak objektif dan adil
dalam memutuskan perkara, dengan mempertimbangkan hak-hak korban serta
bukti-bukti yang ada. Pengadilan harus memastikan bahwa korban mendapatkan
keadilan, baik dari segi pemulihan fisik, mental, dan sosial, maupun dari segi

kompensasi.*

Selain penegakan hukum terhadap pelaku, perlindungan hukum bagi
korban sangat penting selama proses hukum berlangsung. Teori Perlindungan
Korban (Victim Protection Theory) menekankan pentingnya memberikan

dukungan kepada korban, baik secara psikologis, medis, maupun hukum. Dalam

9 Soetjipto, B. (2016). Teori Kepolisian dan Penegakan Hukum.
9 Komisi Nasional Perempuan, 2019. Peran Kejaksaan dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual.
% Mulyana, D. (2018). Teori Peradilan dan Hak Asasi Manusia.
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hal ini, korban kekerasan seksual harus dijamin haknya untuk memperoleh
perlindungan fisik, termasuk pengamanan dari ancaman pelaku, serta diberikan
kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses hukum tanpa merasa takut atau

terintimidasi.®’

Perlindungan hukum bagi korban juga mencakup pendampingan
psikologis dan sosial. Teori Terapi Psikologis (Psychological Therapy Theory)
menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi
juga pada kondisi mental dan emosional korban. Pendampingan psikologis yang
tepat dapat membantu korban untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan
mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, negara dan lembaga-lembaga terkait
perlu menyediakan akses kepada korban untuk mendapatkan layanan psikologis

dan sosial secara gratis.*®

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran yang sangat besar
dalam mendukung perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan
seksual. LSM sering kali menyediakan layanan hukum, psikologis, dan sosial
bagi korban yang tidak mampu mengakses layanan tersebut sendiri. Menurut
Teori Partisipasi Masyarakat (Community Participation Theory), keterlibatan
masyarakat melalui LSM dalam mendukung korban kekerasan seksual sangat
penting dalam menciptakan kesadaran hukum di tingkat masyarakat dan

memberikan tekanan bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap

97 Suryana, D. (2017). Teori Perlindungan Korban dalam Proses Hukum.
9 Suci, F. (2020). Pendampingan Psikologis Korban Kekerasan Seksual.
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perempuan.®®

Meski terdapat berbagai peraturan hukum vyang telah diterapkan,
penegakan hukum terhadap kekerasan seksual masih menghadapi banyak
tantangan. Teori Sosial-Budaya (Social-Cultural Theory) menyebutkan bahwa
norma sosial dan budaya yang ada di masyarakat, seperti patriarki, sering kali
menghalangi korban untuk melapor atau mendapatkan keadilan. Oleh karena
itu, diperlukan perubahan dalam persepsi sosial terhadap kekerasan seksual serta
peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memberikan dukungan

kepada korban dan mengedepankan perlindungan hukum yang lebih efektif.1%

2. Kendala-kendala dan solusi Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk
pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan dapat meninggalkan
dampak jangka panjang pada korban. Meskipun perlindungan hukum terhadap
tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam berbagai regulasi, kendala-
kendala dalam implementasi perlindungan tersebut masih sering kali ditemukan.
Dalam konteks penegakan hukum, pemahaman teori penegakan hukum sangat
penting untuk mengidentifikasi penyebab ketidakefektifan perlindungan hukum

terhadap kekerasan seksual dan mencari solusi yang tepat.

Salah satu kendala utama dalam perlindungan hukum terhadap tindak pidana

kekerasan seksual adalah ketidakmampuan lembaga penegak hukum dalam menangani

9 Setyawan, H. (2017). Peran LSM dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual.
100 Anwar, R. (2018). Tantangan Sosial-Budaya dalam Penegakan Hukum Kekerasan Seksual.
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kasus-kasus kekerasan seksual secara efektif. Hal ini seringkali disebabkan oleh
kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, dalam
mengidentifikasi dan menangani kasus kekerasan seksual dengan sensitif. Kurangnya
pemahaman tentang trauma yang dialami oleh korban dan adanya stigma terhadap
korban yang dianggap ‘terlibat’ dalam peristiwa tersebut, sering kali menghalangi

proses hukum yang adil dan objektif.

Solusi untuk masalah ini adalah dengan meningkatkan kapasitas lembaga
penegak hukum melalui pelatihan dan pendidikan yang lebih mendalam mengenai
kekerasan seksual dan dampaknya terhadap korban. Peningkatan pemahaman tentang
pendekatan yang berpusat pada korban serta teknik wawancara yang sensitif dapat
membantu aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual dengan
lebih baik. Penerapan teori penegakan hukum yang berbasis pada keadilan restoratif
dapat menjadi salah satu pendekatan yang dapat diterapkan di sini, dengan

menekankan pemulihan korban sebagai bagian integral dari proses hukum.

Selain kendala internal pada lembaga penegak hukum, aksesibilitas korban
terhadap pelayanan hukum juga menjadi salah satu hambatan besar. Banyak korban
kekerasan seksual yang tidak tahu bagaimana cara melaporkan tindak kekerasan yang
mereka alami, atau mereka terhambat oleh stigma sosial yang menyebabkan mereka
enggan untuk mencari keadilan. Kendala geografis, kurangnya pemahaman tentang
hak-hak hukum, serta ketakutan akan balasan dari pelaku, membuat korban kesulitan

untuk mendapatkan akses yang memadai terhadap perlindungan hukum.

Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memperkuat sistem pelaporan
dengan membuat kanal yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti layanan

pengaduan melalui aplikasi, hotline, dan pusat bantuan hukum yang tersebar di
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berbagai wilayah. Penyuluhan tentang hak-hak hukum dan pentingnya melaporkan
tindak pidana kekerasan seksual harus dilakukan secara berkelanjutan oleh lembaga
pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil. Selain itu, pemerintah perlu

menyediakan dukungan psikologis dan sosial yang memadai bagi korban.

Dalam beberapa kasus, penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan
seksual mengalami kendala dalam hal pengawasan dan evaluasi proses hukum. Proses
hukum yang lambat, penyelidikan yang tidak tuntas, serta kurangnya transparansi
dalam penanganan kasus, memperburuk kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Banyak kasus kekerasan seksual yang berakhir tanpa putusan yang memadai, atau

pelaku yang tidak dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Salah satu solusi untuk masalah ini adalah dengan meningkatkan mekanisme
pengawasan terhadap penanganan kasus kekerasan seksual, baik dari lembaga negara
maupun dari organisasi masyarakat yang independen. Transparansi dalam proses
penyidikan, penuntutan, dan persidangan harus dijaga agar publik bisa memantau
perkembangan kasus. Evaluasi terhadap kinerja lembaga penegak hukum juga harus

dilakukan secara berkala untuk memastikan kualitas penegakan hukum.

Kendala berikutnya adalah kurangnya kebijakan dan regulasi yang mendukung
perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Walaupun di Indonesia sudah
ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(TPKS), dalam praktiknya, implementasi undang-undang tersebut masih terbatas,
terutama di daerah-daerah tertentu yang belum memiliki fasilitas atau sumber daya

yang memadai.

Solusi yang dapat diambil adalah dengan memastikan adanya implementasi yang
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lebih optimal dari regulasi yang sudah ada, serta menyusun kebijakan yang lebih
komprehensif dan memperhatikan kondisi lokal. Pemerintah daerah harus lebih
proaktif dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan korban kekerasan
seksual dan menyediakan fasilitas hukum yang mudah dijangkau oleh korban di
berbagai tingkat pemerintahan. Pendekatan yang berbasis pada teori penegakan hukum

harus mencakup adaptasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan korban.

Di banyak budaya dan masyarakat, norma sosial seringkali membenarkan atau
setidaknya memaafkan tindakan kekerasan seksual, terutama jika korban adalah
perempuan atau anak-anak. Stigma terhadap korban yang dianggap sebagai pihak yang
‘mencari masalah’ atau ‘menyecbabkan’ kekerasan seksual menghambat upaya

pemberantasan tindak kekerasan seksual.

Penting untuk melakukan kampanye pendidikan masyarakat yang melibatkan
berbagai elemen, termasuk tokoh agama, pemuda, dan masyarakat adat. Pendidikan ini
harus menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan menanggulangi
stereotip yang merugikan. Kebijakan pendidikan yang lebih sensitif gender perlu
diperkenalkan untuk membentuk pandangan yang lebih inklusif dan tidak

membenarkan kekerasan seksual.

Membahas kendala-kendala dan solusi perlindungan hukum terhadap tindak
pidana kekerasan seksual melibatkan analisis mendalam tentang berbagai aspek
hukum, sosial, dan institusi. Dalam penjelasan ini, kita akan menguraikan tantangan
utama dalam sistem perlindungan hukum serta solusi yang dapat diterapkan untuk
mengatasi masalah-masalah tersebut. Saya akan memberikan gambaran komprehensif
mengenai isu ini dengan menyertakan footnote untuk referensi tambahan. Namun,

untuk pembahasan yang sangat mendalam dan panjang, seperti 10.000 kata, struktur
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ini hanya akan memberikan outline umum, dan Anda dapat mengembangkan lebih

lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Tindak pidana kekerasan seksual adalah masalah global yang mempengaruhi
individu dari berbagai latar belakang. Perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual
melibatkan upaya untuk memastikan bahwa pelaku diadili secara adil, dan korban
mendapatkan keadilan serta dukungan yang mereka butuhkan. Namun, ada banyak
kendala yang sering kali menghambat efektivitas sistem hukum dalam menangani

kasus-kasus ini.

Definisi kekerasan seksual sering kali tidak konsisten antara satu negara dengan
negara lainnya atau bahkan dalam sistem hukum yang sama. Perbedaan dalam definisi
dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap
korban. ! Stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual sering menghalangi
mereka untuk melaporkan kejadian tersebut atau mencari-bantuan. Banyak korban
menghadapi penilaian negatif dan diskriminasi yang memperburuk trauma mereka dan
menghalangi proses hukum. %> Kekurangan dalam penegakan hukum sering kali
disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan bagi aparat penegak
hukum, dan prosedur hukum yang kompleks. Ini menghambat kemampuan sistem

peradilan untuk menangani kasus kekerasan seksual dengan efektif.1%

Korban kekerasan seksual sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang

memadai selama proses hukum, yang dapat menyebabkan mereka mengalami

101 UN Women, "Understanding and addressing violence against women: Intimate partner violence,"
(2012).

102 Davis, L., "Stigma and Victim Blaming: Impediments to Justice for Sexual Assault Victims,"
Journal of Social Issues, vol. 72, no. 3, 2016.

103 Amnesty International, "Injustice in the Name of Justice: The Barriers to Justice for Survivors of
Sexual Violence," (2018).
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intimidasi atau ancaman dari pelaku atau pihak lain.%4

Ketidaksetaraan gender sering kali mempengaruhi perlindungan hukum terhadap
kekerasan seksual. Seringkali, hukum dan kebijakan tidak mempertimbangkan secara
memadai dampak spesifik kekerasan seksual terhadap wanita dan kelompok rentan

lainnya.1%

Akses ke keadilan sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk
keterbatasan geografis, kekurangan layanan hukum yang terjangkau, dan kurangnya
informasi tentang hak-hak hukum.° Untuk mengatasi ketidakpastian hukum, penting
untuk memperjelas definisi kekerasan seksual dalam undang-undang dan memastikan
bahwa definisi tersebut konsisten. Pembaruan peraturan dan undang-undang dapat

membantu memperjelas jenis-jenis tindak pidana dan hukuman yang berlaku.%’

Kampanye kesadaran publik dan pendidikan  dapat membantu mengurangi
stigma sosial dan meningkatkan pemahaman tentang kekerasan seksual. Pendidikan
tentang hak-hak korban dan perlunya melaporkan kekerasan seksual harus menjadi
bagian dari strategi nasional.'® Memberikan pelatihan khusus kepada aparat penegak
hukum dan meningkatkan sumber daya mereka dapat memperbaiki efektivitas
penegakan hukum. Pelatihan ini harus mencakup pengetahuan tentang sensitivitas

trauma, teknik wawancara yang efektif, dan penanganan kasus kekerasan seksual.'%®

104 Human Rights Watch, "Protecting Victims of Sexual Violence: The Need for Effective Protection
Measures,” (2017).

105 WHO, "Global and Regional Estimates of Violence against Women: Prevalence and Health Effects
of Intimate Partner Violence and Non-partner Sexual Violence," (2013).

106 International Bar Association, "Access to Justice for Survivors of Sexual Violence," (2019).

107 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), "Legislative Guide for the Implementation
of the United Nations Convention against Corruption,” (2013).

108 United Nations Population Fund (UNFPA), "Ending Violence Against Women: A Guide for
Advocates," (2020).

109 International Association of Chiefs of Police (IACP), "Guidelines for Law Enforcement Response to
Victims of Sexual Assault,” (2016).
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Program perlindungan untuk korban dan saksi harus diperkuat untuk memastikan
keamanan mereka selama proses hukum. Ini termasuk mekanisme untuk melindungi
identitas korban dan menyediakan dukungan psikologis serta perlindungan fisik.1°
Reformasi kebijakan yang menargetkan ketidaksetaraan gender dan diskriminasi
adalah langkah penting untuk memastikan perlindungan yang adil bagi semua individu.
Kebijakan ini harus mempertimbangkan dampak kekerasan seksual terhadap wanita
dan kelompok rentan lainnya. ' Meningkatkan akses ke layanan hukum yang
terjangkau dan menyediakan informasi tentang hak-hak hukum dapat membantu
korban mendapatkan keadilan. Ini termasuk pengembangan pusat layanan bantuan
hukum dan program pendampingan bagi korban.'*? Beberapa negara telah berhasil
menerapkan solusi untuk mengatasi kendala perlindungan hukum terhadap kekerasan
seksual. Misalnya, beberapa negara Nordik telah menerapkan sistem peradilan yang
lebih sensitif terhadap trauma dan menyediakan perlindungan yang lebih baik untuk
korban.!'? Organisasi internasional seperti PBB dan NGO lokal sering kali memimpin
inisiatif untuk memperbaiki sistem perlindungan hukum dan menyediakan dukungan

kepada korban kekerasan seksual di berbagai belahan dunia.'**

110 Office for Victims of Crime (OVC), "Protecting Victims of Crime: A Guide for Law Enforcement
Agencies," (2017).

11 Gender Equality Advisory Council, "Policy Recommendations for Gender Equality and Violence
Prevention," (2021).

112 |_egal Services Corporation, "Access to Justice for Low-Income Individuals: A Review of Current
Challenges and Opportunities,” (2018).

113 Nordic Council of Ministers, "Best Practices in Addressing Sexual Violence: A Comparative
Study," (2020).

114 United Nations, "Global Initiative to End Violence Against Women and Girls," (2021).
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara keseluruhan, meskipun telah ada peraturan hukum yang jelas
mengenai perlindungan bagi wanita korban kekerasan seksual,
pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Penegakan
hukum yang efektif memerlukan pendekatan yang menyeluruh, baik
melalui tindakan represif terhadap pelaku maupun pencegahan melalui
edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Aparat penegak hukum harus
dilatih untuk menangani kasus kekerasan seksual dengan sensitif
terhadap korban dan tidak mendiskriminasi mereka. Selain itu,
dukungan psikologis dan bantuan hukum bagi korban harus ditingkatkan
untuk mengurangi dampak negatif dari kekerasan seksual.

2. Dalam menghadapi tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana
kekerasan seksual, banyak kendala yang harus diatasi, mulai dari
keterbatasan kapasitas lembaga penegak hukum, akses korban terhadap
bantuan hukum, hingga budaya yang menganggap kekerasan seksual
sebagai hal yang dapat diterima. Namun, melalui pendekatan yang
berbasis pada teori penegakan hukum yang lebih responsif terhadap
kebutuhan korban, pelatihan aparat penegak hukum, pengawasan yang
transparan, dan edukasi masyarakat, perlindungan hukum terhadap
tindak pidana kekerasan seksual dapat ditingkatkan.

B. Saran

1. pentingnya peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk
menangani kasus kekerasan seksual dengan lebih baik, serta perlunya
peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat mengenai hak-hak
perempuan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa fasilitas untuk
mendukung Kkorban kekerasan seksual tersedia secara memadai di
seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah-daerah terpencil.
Dengan upaya yang terintegrasi dan berkesinambungan, diharapkan
kekerasan seksual terhadap wanita dapat ditekan, dan wanita dapat
memperoleh perlindungan yang lebih baik.

2. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum,
masyarakat, dan lembaga non-pemerintah dalam mengatasi masalah ini.
Kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pada prinsip keadilan
restoratif perlu diprioritaskan, dengan fokus pada pemulihan korban.
Selain itu, pendidikan mengenai pentingnya hak-hak korban kekerasan
seksual harus dimulai sejak dini untuk membentuk masyarakat yang
lebih peka terhadap isu ini. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa
kebijakan dan regulasi yang ada dapat diimplementasikan dengan baik
dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
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